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ABSTRAK 
 
Harni Eka Putri B. ( B 111 09 467 ) “ Tinjauan Yuridis terhadap Tindak 
Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan No 
119/Pid.B/2012PN.Mll) dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar selaku 
pembimbing I dan Amir Ilyas selaku pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama, 
untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap Tindak 
Pidana Pemalsuan Surat  Putusan No. 119/Pid.B/2012PN.Mll,  dan yang 
kedua adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap 
putusan pengadilan No. 119/Pid.B/2012PN.Mll. 
 
Penelitian dilaksanakan di Kota Malili Kabupaten Luwu Timur, yaitu 
Pengadilan Negeri Malili, dengan menggunakan teknik pengumpulan data 
yakni wawancara langsung dengan hakim yang menjatuhkan putusan dan 
dari Surat Putusan Pengadilan Negeri Malili. Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis dengan membandingkan keadaan nyata pelaksanaan 
penerapan ketentuan pidana materil dan pertimbangan hukum hakim 
dalam perkara putusan No. 119/Pid.B/2012/PN.Mll. 
 
Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai 
berikut, (1).Pada putusan No. 119/Pid.B/2012/PN.Mll Jaksa Penuntut 
mum menggunakan Dakwaan Alternatif, yakni pada dakwaan Pertama 
Pasal yang didakwakan adalah  Pasal 263 ayat (1) KUHP, Dakwaan 
Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP, dan dakwaan ketiga Pasal 263 ayat (2) 
KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP . Diantara unsur-unsur Pasal yang 
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara 
sah dan meyakinkan adalah Pasal 263 ayat (1). Dimana, antara perbuatan 
dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Menurut penulis, penerapan 
hukum materil dalam kasus ini sudah sesuai dengan hukum pidana yang 
berlaku di Indonesia. (2). Dalam putusan No. 119/Pid.B/2012/PN.Mll, 
proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim 
menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti 
yang diharapkan oleh penulis. Karena berdasarkan dua alat bukti yang 
sah, yang dalam kasus yang diteliti penulis ini, alat bukti yang digunakan 
Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta 
beberapa bukti surat yang dipalsukan. Majelis Hakim berdasarkan fakta-
fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat 
dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada 
saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang 
ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam 
melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk 
mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan 
penghapusan pidana. 
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ABSTRACT 
 
Harni Eka Putri B. (B 111 09 467) "Judicial Review of the Crime of 
Forgery Letter (Case Studies Decision No. 119/Pid.B/2012PN.Mll) guided by 
Mochtar SYAMSUDIN as a mentor I and II as a mentor Amir Ilyas. 
This study aims to determine two things: first, to determine the application 
of criminal law material to the Crime Fraud Decision Letter No.. 
119/Pid.B/2012PN.Mll, and the second is to determine the legal reasoning of the 
court's decision No. judge. 119/Pid.B/2012PN.Mll. 
The experiment was conducted in the City Malili East Luwu, the District 
Court Malili, using data collection techniques that direct interviews with the 
judges and the verdict of the District Court's Decision Letter Malili. The data 
obtained and analyzed by comparing the real state of implementation of the 
provisions of criminal law material and consideration of the judge in case No. 
verdict. 119/Pid.B/2012/PN.Mll. 
From the research conducted, the authors get the following results, (1). At 
No. verdict. Prosecutors mum 119/Pid.B/2012/PN.Mll using Alternative 
indictment, on charges that accused the First Article is Article 263 paragraph (1) 
of the Criminal Code, Article 263 Second Indictment paragraph (2) of the 
Criminal Code, and Article 263 paragraph three charges (2) of the Criminal Code 
Jo. Article 53 paragraph (1) of the Criminal Code. Among the elements of Article 
indicted by the public prosecutor, who proved beyond reasonable doubt is Article 
263 paragraph (1). Where, between acts and elements of each to the correct 
article. According to the authors, the application of material law in this case is in 
accordance with the criminal law in Indonesia. (2). In the decision No.. 
119/Pid.B/2012/PN.Mll, the decision making process undertaken by the judges 
according to the authors are in accordance with applicable law as expected by the 
author. Because it is based on two valid evidence, that in the cases studied by this 
author, used the evidence and judge witness testimony is accused along with some 
evidence of a forged letter. Panel of judges based on the facts in the trial judge 
that the defendant can be accounted for on the basis that his actions at the time of 
the defendant aware of his actions he has incurred and does not carry out the 
attack, the perpetrator in doing deeds in good health and capable to take into 
account the element of illegality, and the absence of cause criminal deletion. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Sesuai dengan ketentuan  yang ada dalam Undang-Undang Dasar 
1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara 
Hukum. Dimana hukum tersebut diyakini sebagai alat untuk memberikan 
kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup guna mencapai  
tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat 
adil dan makmur berdasarkan Pancasila.  Dalam mencapai tujuan 
tersebut, sering terjadi permasalahan-permasalahan hukum. Hal ini 
disebabkan antara lain oleh karena para pihak (pejabat) dalam 
melaksanakan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada asas 
hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. 
Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan 
perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga 
akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang 
terjadi di masyarakat. Memang salah satu sifat dari hukum adalah 
dinamis. Pada aliran sosiologis, yang dipelopori oleh Hammaker, Eugen 
Ehrlich dan Max Weber, berpendapat : “Hukum merupakan hasil interaksi 
sosial dengan kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, 
karenanya perkembangan hukum (timbulnya, berubahnya, lenyapnya) 
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sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum 
merupakan kaca dari pembangunan masyarakat.” 
Melihat perkembangan masyarakat saat ini, cukup banyak 
permasalahan yang ditimbulkan, baik permasalahan yang menimbulkan 
kerugian pada suatu individu, masyarakat, ataupun Negara. 
Permasalahan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat 
adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk 
perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan yang bertentangan dengan 
kepentingan umum. Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian 
dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian 
berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk 
menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut. 
Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk 
kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau 
tanpa suatu alat. Apalagi diera modern seperti sekarang ini, kemajuan 
teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan 
sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan surat. Salah satunya 
dengan menggunakan alat pemindai (scanner). 
Ada banyak perbuatan yang termasuk dalam kejahatan pemalsuan 
surat, pemalsuan tanda tangan ataupun cap/stempel merupakan salah 
satu diantara bentuk pemalsuan surat. Masalah pemalsuan tanda tangan 
merupakan suatu bentuk kejahatan  yang masih kurang dipahami oleh 
masyarakat termasuk di dalamnya para aparat penegak hukum , terutama 
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tentang akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan tanda tangan tersebut. 
Masyarakat yang kurang paham akan hal itu terkadang menganggap 
bahwa memalsukan tanda tangan merupakan salah satu cara yang efektif 
disaat mereka terdesak oleh waktu sedangkan mereka sangat 
membutuhkan tanda tangan seseorang. Mereka mengganggap hal 
tersebut sebagai alasan pemaaf  karena terdesak oleh waktu. Namun hal 
itu justru seharusnya tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun karena 
tindakan pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan 
yang bertentangan dengan aturan hukum, sehingga sebab dan akibatnya 
dapat merugikan individu, masyarakat dan negara, dan dapat diancam 
dengan hukuman pidana. 
Pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan 
Pemalsuan Surat yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, dimana pada 
buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan surat 
hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan 
tanda tangan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 
276 KUHP.  
Tindak Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 
263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat); dan Pasal 264 
(memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHP (menyuruh 
memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik). 
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Berikut ini adalah rumusan dari Pasal 263 KUHP, sebagai berikut: 
1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang 
dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau 
suatu pembebasan utang, atau yang boleh diprgunakan sebagai 
keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan 
menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat 
itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau 
mempergunakannya itu dapat mendatangkan suatu kerugian 
dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-
lamanya enam tahun. 
2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan 
sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-
olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan 
dapat mendatangkan sesuatu kerugian. 
 
Rumusan Pasal 264 KUHP, sebagai berikut: 
1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 
delapan tahun, jika dilakukan terhadap: 
1. Akta-akta otentik;  
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau 
bagiannya atau pun dari suatu lembaga umum; 
3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari 
sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; 
4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang 
diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan 
sebagai pengganti surat-surat itu; 
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk 
diedarkan. 
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2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja 
memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati 
atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika 
pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. 
 
Rumusan Pasal 266 KUHP, sebagai berikut: 
1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam 
suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus 
dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya 
sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat 
menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh 
tahun;  
2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja 
memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati 
atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika 
pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. 
Pada kenyataannya meskipun ada banyak aturan yang mengatur 
mengenai kejahatan pemalsuan tanda tangan, kejahatan ini merupakan 
salah satu kejahatan yang sulit diungkapkan atau dibuktikan, hal ini 
disebabkan karena tanda tangan itu sangat identik dengan kepribadian 
seseorang. Untuk itu diperlukan adanya suatu tempat atau sarana yang 
dapat membuktikan keaslian dari tanda tangan yang diragukan tersebut. 
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Salah satu upaya dalam membantu mengungkap berbagai kejahatan 
termasuk didalamnya kejahatan pemalsuan tanda tangan adalah 
dibentuknya Laboratorium Forensik. Laboratorium Forensik merupakan 
suatu lembaga yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan fungsi 
kriminalistik dan melaksanakan segala usaha pelayanan serta membantu 
mengenai kegiatan pembuktian perkara pidana dengan memakai 
teknologi dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan laboratorium 
forensik. 
Pengetahuan yang sejalan dengan kemajuan teknologi dan ilmu 
pengetahuan untuk meningkatkan tugas polisi sebagai penyidik adalah 
Ilmu Kedokteran Kehakiman. Pelaksanaan tugas Laboratorium Forensik 
meliputi bantuan pemeriksaan teknis laboratorium baik terhadap barang 
bukti maupun terhadap tempat kejadian perkara, serta kegiatan-kegiatan 
bantuan yang lain terhadap unsur-unsur operasional kepolisian. Maka dari 
itu peranan Laboratorium Forensik sangat penting untuk membuktikan dan 
mengungkapkan bahwa telah terjadi pemalsuan tanda tangan atau tidak. 
Begitu pentingnya peranan Laboratorium Forensik dalam pemeriksaan 
barang bukti menunjukkan bahwa tidak semua tindak kejahatan itu dapat 
diungkap dari adanya saksi hidup saja, melainkan  juga dengan adanya 
barang bukti. 
Adami Chazawi (2001:100), mengemukakan bahwa : “Peranan 
laboratorium forensik dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan tanda 
tangan memegang peranan yang sangat penting yaitu melalui identifikasi 
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yang meliputi identifikasi tanda tangan, cap, termasuk pula tanda tangan 
dengan menggunakan cap atau stempel tanda tangan” 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 
suatu penelitian dengan judul : 
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi 
Kasus Putusan No. 119/Pid.B/2012/PN.Malili) 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan 
diatas, maka dapat ditarik beberapa masalah yang menarik untuk dikaji, 
yaitu: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku 
tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam perkara pidana no. 
119/Pid.B/2012/PN.Malili ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan surat dalam 
perkara pidana no. 119/Pid.B/2012/PN.Malili ? 
C. Tujuan Penelitian 
Sebagaimana lazimnya setiap penulisan karya ilmiah tentunya 
mempunyai beberapa tujuan. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku 
tindak pidana pemalsuan surat dalam perkara pidana no. 
119/Pid.B/2012/PN.Malili. 
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2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan surat dalam 
perkara pidana no. 119/Pid.B/2012/PN.Malili. 
 
D. Kegunaan Pustaka 
Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain: 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran 
dalam penerapan sanksi pidana terhadap tindak pemalsuan surat. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau 
referensi bagi kalangan akademis dan calon peneliti yang akan 
melakukan penelitian lanjutan terhadap tinjauan yuridis terhadap 
tindak pidana pemalsuan surat. 
Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi atau masukan bagi 
proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah 
terulangnya peristiwa yang serupa. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tindak Pidana 
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit”, di 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat 
penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar 
feit itu sendiri. Terjemahan atas istilah strafbaar feit ke dalam bahasa 
Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, 
delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, 
dan sebagainya.   
Ada beberapa istilah – istilah yang biasanya digunakan, baik dalam 
perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum 
sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit, yaitu : 
a. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam 
perundang-undangan pidana kita. 
b. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya 
R.Tresna dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana”. 
c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin “delictum” juga 
digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud 
dengan strafbaar feit. 
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d. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku “Pokok-pokok 
Hukum Pidana”, yang ditulis oleh M.H. Tirtaadmidjaja. 
e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni 
dalam buku beliau “Ringkasan tentang Hukum Pidana”. 
f. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam buku “Asas-
asas Hukum Pidana”. 
Itulah beberapa istilah strafbaar feit yang diterjemahkan kedalam 
bahasa Indonesia. Selain istilah dari strafbaar feit, juga ada beberapa 
pendapat para ahli mengenai tindak pidana, antara lain : 
a. Menurut Simons (Erdianto Effendi, 2011 : 97) tindak pidana 
merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan 
pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan 
dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu 
bertanggung jawab. 
b. Menurut  Pompe (Erdianto Effendi, 2011 : 97) “strafbaar feit” 
secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu : “suatu 
pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 
dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh 
seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 
tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan umum. 
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c. Van Hamel (Erdianto Effendi, 2011: 98) merumuskan tindak 
pidana itu sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-
hak orang lain. 
d. Menurut E. Uthrecht (Erdianto Effendi,  2011 : 98), tindak 
pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut 
delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen 
positif atau suatu melalaikan natalen negatif, maupun akibatnya 
(keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). 
e. Moeljatno (Erdianto Effendi, 2011 : 98) menyatakan bahwa 
tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar larangan 
tersebut. 
f. E.Y Kanter dan Sianturi (Erdianto Effendi, 2011: 99) 
menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada 
tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau 
diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, 
bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh 
seseorang (yang mampu bertanggung jawab). 
g. Wirjono Prodjodikoro (Adami Chazawi, 2005 : 75), menyatakan 
bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya 
dapat dikenakan hukuman pidana. 
Setelah melihat beberapa pendapat para ahli mengenai “strafbaar 
feit”, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak 
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pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat 
bertanggung jawab atas perbuatannya, yang mana perbuatan itu dilarang 
atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang yang 
diberikan sanksi pidana. Untuk menentukan perbuatan itu sendiri sebagai 
tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi 
pidana atau tidak. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
a. Unsur Tindak Pidana Menurut Para Ahli 
Dari beberapa definisi dan pengertian yang ada tentang tindak 
pidana, maka didalam tindak pidana itu sendiri  terdapat berbagai unsur-
unsur tindak pidana menurut para ahli yang mendefinisikan tentang tindak 
pidana itu sendiri, unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli misalnya, 
Menurut Moeljatno (Erdianto Efendi : 2011 : 98) dapat diketauhi 
unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : 
1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia ; 
2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang ; 
3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum) ; 
4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 
5) Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.  
 
Sementara itu, Loebby Loqman ( Erdianto Effendi : 2011 : 99)  
menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi :   
1)  Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif ; 
2)  Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-
undang ; 
3)  Perbuatan itu dianggap melawan hukum ; 
4)  Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. 
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Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi (1982 ; 211), 
unsur-unsur tindak pidana adalah : 
1)  Subjek ; 
2)  Kesalahan; 
3)  Bersifat Melawan Hukum (dan tindakan) ; 
4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-
undang/ perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam 
dengan pidana; 
5)  Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya). 
 
b. Unsur Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang 
Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana 
tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat 
pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap 
rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada 
pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan 
melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak 
dicantumkan ; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur-unsur lain 
baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus 
untuk rumusan tertentu. 
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat 
diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu 
1) Unsur tingkah laku; 
2) Unsur melawan hukum; 
3) Unsur kesalahan; 
4) Unsur akibat konstitutif; 
5) Unsur keadaan yang menyertai; 
6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana; 
7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana 
9) Unsur objek hukum tindak pidana; 
10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
14 
 
11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
 
Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan 
melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya 
berupa unsur objektif. Misalnya melawan hukum perbuatan mengambil 
pada pencurian (Pasal 362 KUHP) terletak bahwa dalam mengambil itu 
diluar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau 
(Pasal 251 KUHP) pada kalimat “tanpa izin pemerintah”, juga pada Pasal 
253 pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum” adalah 
berupa melawan hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum  
subjektif misalnya melawan hukum dalam Penipuan (Pasal 378 KUHP), 
Pemerasan (Pasal 368 KUHP), Pengancaman (Pasal 369 KUHP) dimana 
disebutkan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada 
perbuatan memiliki dalam penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang bersifat 
subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain 
yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan celaan masyarakat. 
Mengenai unsur melawan hukum itu berupaya melawan hukum 
objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak 
pidana yang bersangkutan. 
Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada diluar 
keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai 
perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang 
melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, 
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unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin 
atau melekat pada keadaan batin orangnya. 
Sungguhpun diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana di atas, 
penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya 
tergantung kepada perumusan didalam perundang-undangan, sebagai 
konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana di Indonesia, 
bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan 
didalam undang-undang. Menurut Loebby Loqman (Erdianto Effendi : 
2011 : 99), terdapat tiga kemungkinan dalam perumusan tindak pidana: 
pertama, tindak pidana dirumuskan baik nama maupun unsur-unsurnya, 
kedua adalah tindak pidana yang hanya dirumuskan unsurnya saja, dan 
ketiga tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan 
unsur-unsurnya. Bagi tindak pidana yang tidak menyebutkan unsur-
unsurnya atau tidak menyebut namanya, maka nama serta unsurnya 
dapat diketahui melauli doktrin. 
B. Pertanggungjawaban Pidana 
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 
Pertanggungjawaban pidana dalam isitilah asing disebut dengan 
teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada 
pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang 
terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan 
pidana yang terjadi atau tidak. 
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Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang 
dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam 
undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, 
seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, 
apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan 
pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang 
dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampun bertanggung jawab yang 
dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. 
Ada beberapa pandangan dari para ahli mengenai pemahaman 
kemampuan bertanggungjawab, antara lain : 
a. Menurut Pompe (Amir Ilyas, 2012 : 74), kemampuan 
bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai 
berikut : 
1) Kemampuan berpikir (psychisch) pembuat (dader) yang 
memungkinkan ia melakukan perbuatannya. 
2) Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya. 
3) Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan 
pendapatnya. 
b. Van Hamel (Amir Ilyas, 2012 : 74), berpendapat bahwa 
kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas 
psychis dan kematangan, yang mempunyai tiga macam 
kemampuan : 
1) Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri. 
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2) Untuk menyadari  perbuatannya sebagai suatu yang tidak 
diperbolehkan oleh masyarakat. 
3) Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya. 
c. Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A. 
Van Hamel (Amir Ilyas, 2012 : 74), adalah sebagai berikut : 
1) Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau 
menginsyafi nilai dari perbuatannya. 
2) Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata 
cara kemasyarakatan adalah dilarang. 
3) Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap 
perbuatannya.  
Didalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur 
pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, 
sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang 
menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP, syarat 
pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan 
unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam 
persidangan. 
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana 
Dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana”, Amir 
Ilyas menjelaskan dan membagi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana 
menjadi tiga unsur, yaitu Mampu Bertanggung Jawab, Kesalahan, serta 
Tidak Ada Alasan Pemaaf.  
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a. Mampu Bertanggung Jawab 
Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan 
petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi 
unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari 
sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang, (diharuskan), seseorang 
akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut 
apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada 
peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardudigingsground atau 
alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan 
bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu 
bertanggungjawab yang dipertanggungjawabkan”. Dikatakan seseorang 
mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar), yang menurut 
E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi (Amir Ilyas, 2012 : 76) memiliki unsur 
mampu bertanggung jawab antara lain : 
1) Keadaan jiwanya : 
a) Tidak terganggu dengan penyakit yang terus-menerus atau 
sementara (temporary). 
b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan 
sebagainya). 
c) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang 
meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, 
melindur/slaapwndel, menggigu karena demam/koorts,nyida 
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dan lain sebagainya. Dengan kata lain dia dalam keadaan 
sadar. 
2) Kemampuan jiwanya : 
a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya. 
b) Dapat menentukan kehendakya atas tindakan tersebut, apakah 
dilaksanakan atau tidak. 
c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. 
Lebih lanjut E.Y. Kanter dan  S.R. Sianturi (Amir Ilyas, 2012 : 76) 
menjelaskan bahwa : “Kemapuan bertanggungjawab didasarkan pada 
keadaan dan kemampuan “jiwa” (geestelijke vermorgens), dan bukan 
kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (verstanddelijke 
vermorgens), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi 
digunakan dalam pasal 44 KUHP adalah verstanddelijke vermorgens  
sengaja digunakan istilah :keadaan dan kemampuan seseorang”.  
Pertanggungjawaban pidana tersebut sebagi “torekenbaarheid” 
dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa 
dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi 
atau tidak. Petindak disini adalah orang, bukan mahkluk lain untuk 
membunuh, mencuri, menghina, dan sebaginya, dapat dilakukan oleh 
siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, 
menaraik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk 
kepentingan sendiri. 
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b. Kesalahan 
Dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana”, Amir Ilyas (2012 : 
77), menjelskan bahwa kesalahan dianggap ada, apabila dengan 
sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang 
menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan 
dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Beliau membagi jenis-
jenis kesalahan sebagai berikut : 
1) Kesengajaan, terbagi menjadi tiga antara lain : 
a. Sengaja sebagai niat (oogmerk). 
b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan 
(zekerheidsbewustzjin). 
c. Sengaja sadar akan kemungkinan (dolus eventualis, 
mogelijkeheidsbewustzjin). 
2) Kealpaan, terbagi menjadi dua antara lain : 
a. Kelalaian Berat (Culpa Lata). 
b. Kelalaian Ringan (Culpa Levis). 
1) Kesengajaan (Dolus) 
Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau 
opzet, bukan unsur culpa. Ini layak oleh karena biasanya, yang 
pantas mendapatkan hukuman pidana itu adalah orang yang 
melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus 
mengenai ketiga unsur pidana, yaitu ke-1 : perbuatan yang 
dilarang, ke-2 : akibat yang menjadi pokok alasan diadakan 
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larangan itu, ke-3 : perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan 
yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni : 
a) Sengaja Sebagai Niat (oogmerk) 
Kesengajaan sebagai niat atau maksud adalah terwujudnya 
delik yang merupakan tujuan dari pelaku. 
b) Sengaja Sadar akan Kepastian atau Keharusan 
(zekerheidsbewustzjin) 
Kesengajaan sadar akan kepastian merupakan terwujudnya 
delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan 
merupakan syarat mutlak sebelum/pada saat/sesudah tujuan 
pelaku tercapai. (ada delik/tindak pidana yang pasti terjadi 
sebelum/pada saat/sesudah tujaan pelaku tercapai). 
c) Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (dolus eventualis, 
mogelijkeheidsbewustzjin) 
Kesengajaan sebagai sadar merupakan terwujudnya delik 
bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan 
syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/sesudah tujuan 
pelaku tercapai.   
2) Kelalaian (Alpa/cupla) 
Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul 
karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah 
ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi karena perilaku 
orang itu sendiri. 
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Dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana” Amir Ilyas (2012 : 85) 
lebih condong menggunakan frase Culpa Lata dan Culpa Levis, dimana 
Culpa Lata adalah kesengajaan ringan. Beliau menjelaskan perbedaan 
antara Culpa Lata dengan Kesengajaan Sadar akan Kemungkinan yang 
tampaknya tidak memilik perbedaan yang begitu jelas. 
Kesengajaan sadar akan kemungkian merupakan terjadinya 
delik/tindak pidana harusnya disadari tentang kemungkinannya dan 
tanpa memperhitungkan persentase kemungkinan beserta upaya 
pencegahannya. Sedangkan Culpa Lata merupakan terjadinya 
delik/tindak pidana harus disadari tentang kemungkinannya namun yang 
menbedakan dalam Culpa Lata, pelaku sebelumnya telah 
memperhitungkan kemungkinan beserta upaya pencegahannya namun 
terjadi diluar kendali/perhitungan si pelaku.  
c. Tidak Ada Alasan Pemaaf 
Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh 
kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat 
dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan 
dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya 
tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan 
tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. 
Dan untuk penentuan tersebut, bukan akibat atau dorongan dari 
sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya 
sama sekali. 
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Menurut Ruslan Saleh (Amir Ilyas, 2012 : 87) mengatakan bahwa : 
“Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan 
bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau tiada 
terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk pengertian kesalahan 
(schuld).” 
Sedangkan Pompe (Amir Ilyas, 2012 : 87) mengatakan bahwa : 
“hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut 
“kehendak”, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam 
dari kehendak tersebut. Asas yang timbul daripdanya ialah  “Tiada 
Pidana, Tanpa Kesalahan”. 
 
C. Pemalsuan Surat 
4. Pengertian Pemalsuan Surat  
d. Pemalsuan 
 Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran 
terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh 
keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang 
teratur dalam masyarakat yang maju dan teratur  tidak dapat berlangsung 
lama tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan 
dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan merupakan 
ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.  
Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam 
suasana hidup  bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan 
satu sama lain. Didalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, 
nilai kebutuhan dan sebagainya. Kesemuanya ini dapat berjalan 
sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial 
tiap pribadi. Tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam 
masyarakat tersebut terdapat ancaman yang salah satuya berupa tindak 
kejahatan pemalsuan. 
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 Menurut Adam Chazawi (2001 : 3) mengemukakan bahwa : 
 Pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya 
mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu 
(objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya 
padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. 
Menurut Topo Santoso (2001 : 77) mengemukakan bahwa : 
 Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi 
perkosaan terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana : 
1. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan 
sesuatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan 
keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah benar atau 
mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah asli, 
hingga orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar 
dan asli dan karenanya orang lain terperdaya. 
2. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari 
berbagai jenis perbuatan penipuan). 
3. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum 
yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya 
dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” 
dihubungkan dengan sifat daripada tulisan atau surat tersebut. 
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e. Surat 
Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan 
tangan, maupun diketik atau dicetak dengan menggunakan arti (makna). 
Meskipun KUHP tidak memberikan definisi secara jells tentang apa yang 
dimaksud dengan surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan Pasal 
263 (1) KUHP, mka dapatlah diketahui pengertian surat.  
Adapun rumusan Pasal 263 (1) KUHP menurut R. Soesilo (1995 : 195) 
sebagai berikut : 
“Barang membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat 
menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu 
pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai 
keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan 
menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat 
itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau 
mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum 
karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-
lamanya enam tahun”.  
Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka yang dimaksudkan 
dengan surat adalah sebagai berikut : 
1. Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya : ijazah, karis 
tanda masuk, surat andil, dll). 
2. Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya : surat 
perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli) 
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3. Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya : 
kwitansi atau surat semacam itu) 
4. Yang apat dipergunakan sebagai keterangan bagi buku 
tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, 
obligasi, dll) 
Dalam KUHP tersebut tidak dijelaskan apakah surat itu tertulis 
diatas kertas, kain atau batu, yang dijelaskan hanyalah macam 
tulisannya yaitu surat tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak 
menggunkan mesin cetak. Tetapi dengan menyimak dari contoh-contoh 
yang dikemukakan oleh R. Soesilo (1995 : 195) didalam KUHP, seperti : 
Surat semacam itu, akte kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, 
buku harian kapal, surat angkutan, obligasi. Dapatlah disimpulkan 
bahwa yang dimaksud dengan surat dalam KUHPidana adalah tulisann 
yang tertulis diatas kertas dan mempunyai tujuan yang dapat 
menimbulkan dan menghilangkan hak. 
 
Menurut Lamintang (2009 : 9), mengemukakan bahwa : 
Surat adalah sehelai kertas atau yang lebih digunakan untuk 
mengadakan komunikasi secara tertulis. Adapun isi surat dapat berupa : 
pernyataan, keterangan, pemberitahuan, laporan, permintaan, 
sanggahan, tuntutan, gugatan dan lain sebagainya.  
 
f. Pemalsuan Surat 
Pemalsuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang 
mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang 
sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan 
keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan 
surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada 
tanda tangan pada si pembuat surat. Misalnya, pembuat yang bertanda 
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tangan dalam surat yang bernama Parikun, diubah tanda tangannya 
menjadi tanda tangan orang yang bernama Panirun. 
Menurut Soenarto Serodibro (1994 : 154), mengemukakan 
bahwa, barang siapa dibawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan 
orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah 
memalsukan tulisan itu. 
Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan 
memalsukan surat, adalah bahwa membuat surat/membuat palsu surat, 
sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu 
surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan 
kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh 
perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan 
surat palsu atau surat tidak asli.  
5. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat  
Rumusan pasal tentang pemalsuan surat yang diatur dalam 
Pasal 263 KUHP, sebagai berikut : 
1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang 
dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau 
sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan 
sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud 
akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan 
surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka 
kalau mempergunakannya itu dapat mendatangkan sesuatu 
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kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman 
penjara selama-lamanya enam tahun. 
2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan 
sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu 
seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal 
mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian. 
Berdasarkan rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHP terdapat unsur-
unsur : 
a. Membuat surat palsu. 
b. Surat itu dapat menimbulkan suatu hak, sesuatu perikatan, 
pembebasan hutang, dan dapat digunakan sebagai bukti 
untuk sesuatu hal. 
c. Maksud perbuatan itu dlakukan adalah untuk menggunakan 
atau menyuruh menggunakan surat-surat itu seolah-olah asli 
dan tidak dipalsukan. 
d. Penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian. 
Menurut Zainal Abidin Farid (1995 : 141) mengemukakan bahwa : 
Membuat surat palsu ialah sesuatu surat baik keseluruhannya 
maupun hanya isinya atau tanda tangannya yang 
menggambarkan dengan palsu seolah-olah datangnya dari orang 
lain yang namanya tersebut dibagian bawah saat itu. 
 
Membuat surat palsu berarti surat itu pada mulanya tidak ada 
kemudian ada dan si pelaku membuat isinya tidak benar atau mungkin 
tanda tangannya tidak benar. 
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Membuat surat palsu (valschelijk opmaker) menurut Wirjono 
Prodjodikoro (2003 : 188), terjadi misalnya : 
a. Si A membuat surat seolah-olah berasal dari si B dan 
mendandatanganinya dengan meniru tanda tangan si B. 
b. Si A membuat surat dan menandatanganinya sendiri tetapi 
isinya tidak benar (Intelellectuaele Valsheld). 
c. Si A mengisi kertas kosong, yang sudah ada tanda tangan si B 
dengan tulisan yang tidak benar. 
Contoh diatas menerangkan jenis pemalsuannya yang dapat 
dibedakan atas : 
a. Surat yang dibuat oleh pelaku yang isinya seolah-olah berasal 
dari orang lain. 
b. Surat yang dibuat dan diakui oleh pelaku tetapi isinya tidak 
benar. 
c. Surat itu dibuat orang lain (bukan palsu) tetapi isinya tidak 
benar. 
Perbuatan yang kedua yang dilarang menurut Pasal 263 (1) KUHP 
adalah memalsukan surat, dengan cara mengubah surat itu tanpa hak 
(tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan. Perubahan ini 
dapat dilakukan baik dengan mengurangi maupun dengan menambah 
tuisan-tulisan surat tersebut. Perubahan isi yang tidak benar menjadi 
benar juga termasuk pemalsuan surat. 
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Pendapat Zainal Abidin Farid (1987 : 142) memalsukan surat 
ialah mengubah surat itu, baik tanda tangannya maupun isinya, misalnya 
mengubahnya, menggaris, menghapus, menambah, mengurangi dan 
lain-lain. 
Adapun maksud dari pemalsuan surat itu ialah untuk dipakai sendiri 
oleh si pemalsu atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah 
isinya benar atau tidak dipalsukan. 
Unsur yang terakhir dari Pasal 263 (1) KUHP adalah dapat 
menimbulkan kerugian. Jadi dengan unsur ini maka tidak semua 
pemalsuan surat dapat dituntut menurut Pasal 263 (1) KUHP. Bila 
pemalsuan surat itu tidak menimbulkan kerugian maka pelakunya tidak 
dapat dipidanakan, kerugian yang dimaksud tidak saja dibatasi pada 
kerugian materil tetapi juga inmateril. 
Dari rumusan Pasal 263 (2) KUHP terdapat unsur-unsur : 
a. Memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah 
surat itu asli dan tidak dipalsukan. 
b. Apabila surat itu dapat menimbulkan kerugian. 
c. Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. 
Perbuatan yang dilarang adalah pemkaian atau penggunaan surat 
palsu atau surat yang dipalsukan. Dalam hal pembuatan surat palsu 
atau memalsukan surat tidak termasuk kejahatan menurut Pasal 263 (2) 
KUHP. Orang yang dapat dituntut menurut Pasal 263 (2) adalah yang 
menggunakan surat yang telah dipalsukan. 
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6. Jenis-Jenis Pemalsuan Surat 
Jenis-jenis pemalsuan surat yang termasuk dibeberapa Pasal 
dalam KUHP, sebagai berikut  : 
a) Pemalsuan surat dalam bentuk pokok 
Pemalsuan surat dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 263 
KUHP, secara umum pemalsuan surat yang dimaksud pada pasal 
tersebut adalah pembuatan surat yang palsu/memalsukan surat yang 
penggunaan surat palsu atau yang telah dipalsukan. 
Surat yang dimaksud ialah : 
1) Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya ijazah, karcis 
tanda masuk, surat andil, dll) 
2) Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat 
perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual-beli) 
3) Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya 
kwitansi atau surat semacam itu) 
4) Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu 
perbuatan atau peristiwa (misalnya akte lahir, buku tabungan 
pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll) 
b) Pemalsuan surat khusus 
Pemalsuan surat khusus diatur pada Pasal 264 KUHP, orang 
dapat dihukum menurut pasal tersebut ialah orang yang membuat 
surat palsu atau yang memalsukan, berikut rumusan R. Soesilo 
(1995 : 195) dalam KUHP, sebagai berikut : 
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1) Mengenai surat otentik. 
2) Mengenai surat utang atau surat tanda utang (certificaat) 
3) Mengenai saham-saham (aandeel) atau surat utang atau 
perserikatan, balai, perseroan, atau maskapai). 
4) Mengenai talon atau surat tanda untung sero (dividend) atau 
tanda bunga uang dari satu surat yang diterangkan pada huruf 
(b) dan (c) atau tentang surat keterangan yang dikeluarkan 
akan pengganti surat itu. 
5) Mengenai surat utang-piutang atau surat perniagaan. 
 
Perbuatan yang diancam hukuman pada Pasal ini harus 
memuat segala unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 263 ditambah 
dengan syarat bahwa surat yang dipalsukan itu terdiri dari surat 
autentik, dsb. Diancam hukuman pada pasal ini lebih berat dari 
pemalsuan surat biasa. 
c) Pemalsuan akte autentik (dengan isi keterangan palsu) 
Pemalsuan akte autentik dengan isi keterangan palsu diatur 
dalam Pasal 266 KUHP. Akte autentik palsu adalah akte utentik yang 
isinya tidak berdasarkan kebenaran atau bertentangan dengan 
kebenaran (Moch. Anwar, 1996, 198). 
Akte autentik terdiri dari : 
1) Akte notaris 
2) Akte yang dibuat oleh pegawai catatan sipil seperti akte 
kelahiran dan akte kematian. 
3) Berita acara dari Polisi,Kejaksaan, dan Pengadilan. 
Yang dihukum berdasarkan Pasal 266 KUHP adalah orang 
yang memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai yang 
berwenang untuk membuat akte atau surat-surat resmi tertentu. 
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Kemudian, orang yang dengan sengaja menggunakan surat (akte) 
yang memuat keterangan tidak benar. 
d) Pemalsuan surat keterangan dokter 
Pemalsuan surat keterangan dokter diatur dalam pasal 268 
KUHP. Perbuatan seseorang tabib/dokter yang dilarang menurut 
pasal tersebut adalah membuat keterangan palsu. 
Selanjutya menurut Moch. Anwar (1986 : 201), membuat atau 
menyusun keterangan palsu secara tertulis dan selanjutnya 
menyerahkan kepada seseorang untuk diserahkan kepada orang 
yang diperuntukkan atau orang yang telah memintanya.  
Seorang tabib/dokter yang dengan sengaja memberikan surat 
keterangan (bukan keterangan lisan) palsu tentang ada atau tidak 
adanya suatu penyakit, kelemahan atau cacat. Ancaman 
hukumannya akan ditambah apabila surat keterangan yang palsu itu 
digunakan guna memalsukan atau menahan orang dalam rumah 
sakit gila. 
e) Pemalsuan surat keterangan kelakuan baik 
Pemalsuan surat keterangan kelakuan baik diatur dalam Pasal 
269 KUHP, R. Soesilo (1995 : 199) menjabarkan orang-orang yang 
dikenakan pasal ini sebagai berikut : 
1) Orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat 
keterangan tentang kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, 
cacat atau keadaan lain, dengan maksud akan menggunakan 
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atau menyuruh menggunakan surat itu supaya dapat masuk 
pekerjaan, menerbitkan kemurahan hati atau perasaan suka 
memberi pertolongan. 
2) Orang yang menggunakan surat semacam itu sedang ia tahu 
akan kepalsuannya. 
f) Pemalsuan surat pas jalan 
Pemalsuan surat pas jalan diatur dalam Pasal 270 KUHP, yang 
menjadi objek pemalsuan dalam pasal tersebut adalah : surat pas 
jalan, surat pengganti pas jalan, surat keselamatan (jaminan atas 
kamanan diri), surat perintah jalan. Surat-surat lain yang diberikan 
menurut peraturan perundang-undangan izin masuk ke Indonesia 
tersebut dalam L.N. 1949 No. 331, misalnya : surat izin masuk, 
paspor, surat izin mendarat, surat izin berdiam. 
g) Pemalsuan surat pengantar kerbau atau sapi 
Pemalsuan surat pengantar kerbau atau sapi diatur pada Pasal 
271 KUHP, Penjelasan R. Soesilo (1995 : 201) dalam KUHP 
mengenai masalah tersebut adalah :  
1) Menurut L.N. terakhir tahun 1902 No. 449, maka pembawaan 
kerbau dan sapi dari satu kawedanan kelain kawedanan harus 
disertai surat pengantar yang dikeluarkan oleh Wadena atau 
pegawai yang ditunjuk untuk itu. 
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2) Pegawai  yang membuat palsu keterangan (surat pengantar) 
itu dan orang yang dengan sengaja memakai surat pengantar 
yang dipalsukan itu dapat dikenakan pasal ini. 
h) Pemalsuan surat keterangan pegawai negeri 
Pemalsuan surat keterangan pegawai negeri diatur dalam Pasal 
274 KUHP. Penjelasan R. Soesilo (1995 : 201) dalam KUHP 
mengenai masalah tersebut adalah : 
1) Surat keterangan yang dibuat palsu atau yang dipalsukan 
dalam pasal ini ialah terdiri dari, surat keterangan yang dalam 
prakteknya banyak diberikan oleh para pegawai pamongpraja, 
termasuk para pamongdesa, kepada penduduk yag akan 
membawa keluar atau menjual barang-barangnya, untuk 
menyatakan bahwa barang-barang itu betul milik orang 
tersebut. 
2) Pemalsuan surat semacam itu tidak berdasar atas suatu 
perundang-undangan, akan tetapi oleh masyarakat Inonesia 
dipandang perlu, guna menghindarkan penahanan barang-
barang oleh polisi karena disangka berasal dari kejahatan 
(pencurian). 
3) Pemalsuan surat semacam itu biasanya dilakukan dalam 
praktek untuk memudahkan penjulan barang-barang yang 
asalnya gelap atau dari kejahatan. 
i) Menyediakan bahan-bahan yang digunakan dalam kejahatan 
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Menyediakan bahan-bahan yang digunakan untuk mlakukan 
salah satu kejahatanbdiatur dalam Pasal 275 KUHP. Penjelasan R. 
Soesilo (1995 : 201) dalam KUHP mengenai masalah tersebut 
adalah : 
1) Kejahatan yang dimaksud adalah semua yang tertera dalam 
Pasal 264 nomor (2) sampai (5). 
2) Menyimpan untuk dapat digunakan oleh sipenyimpan masuk 
dalam pengertian menyediakan. 
D. Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam KUHP 
Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 
KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 
tujuh macam kejahatan pemalsuan surat (Adami Chasawi, 2001 : 97), 
yaitu : 
1. Pemalsuan surat pada umumnya : bentuk pokok pemalsuan surat     
(Pasal 263 KUHP) 
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP) 
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik 
(Pasal 266 KUHP). 
4. Pemlasuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan Pasal 268 
KUHP) 
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, 271 KUHP) 
6. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274 
KUHP) 
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7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 
KUHP) 
Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya, menurut Adami 
Chazawi, (2001 : 99) surat adalah : 
“suatu lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri 
dari kalimat dan huruf termasuk angka yang dapat mengandung atau 
berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan 
dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin 
cetakan dan dengan alat dan cara apapun” 
Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah pemalsuan dalam 
bentuk pokok yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP, yang rumusan 
pasalnya adalah sebagai berikut : 
1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang 
dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau 
sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan 
sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud 
akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan 
surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka 
kalau mempergunakannya itu dapat mendatangkan sesuatu 
kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman 
penjara selama-lamanya enam tahun. 
2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan 
sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu 
seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal 
mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian. 
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Kejahatan pemlasuan yang dimaksud dalam ketentuan pidana yang 
diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP terdiri dari unsur sebagai berikut : 
a. Unsur Objektif 
1. Barang siapa 
2. Membuat surat palsu atau memalsukan  
3. Surat yang menimbulkan hak, suatu perikatan, atau suatu 
pembebasan utang, atau 
4. Suatu surat yang dimaksudkan untuk membuktikan suatu 
kenyataan 
5. Penggunannya dapat menimbulkan suatu kerugian. 
b. Unsur Subjektif : dengan maksud menggunakan atau menyuruh 
orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak 
dipalsukan. 
Sedangkan ayat 2 mempunyai unsur sebagai berikut : 
a. Unsur Subjektif : dengan sengaja 
b. Unsur Objektif 
1. Surat palsu 
2. Surat yang dipalsukan 
c. Pemakai surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. 
Menurut Adami Chazawi (2001 : 99) membuat surat yang 
seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau 
bertentangan dengan yang sebenarnya. 
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 Selanjutnya menurut Adami Chazawi (2001 : 100) perbuatan 
memalsu surat adalah : 
“perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oeh orang 
yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian 
atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. 
Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi 
benar ataukah tidak, ataukah bertentangan dengan kebenaran 
ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang 
yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi”.  
Disamping isi dan alasannya sebuah surat disebut palsu, apabila 
tanda tangan yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal 
misalnya:  
1. Membuat dan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada 
orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau 
dikarang-karang. 
2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan 
persetujuan atau tidak. 
Tanda tangan dimaksud disini termasuk tanda tangan dengan 
menggunakan cap/stempel tanda tangan. Menurut Soenrto 
Soerodibroto (1994 : 154) menyatakan bahwa disamakan dengan 
menandatangani suatu surat ialah membubuhkan stempel tanda 
tangannya. 
Sama halnya dengn membuat surat palsu, pemalsua surat dapat 
terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda 
tangan si pembuat surat. Misalnya, pembuat dan yang bertanda 
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tangan bernama Laode, diubah tanda tangannya menjadi tanda tangan 
orang lain yang bernama Laode. 
Dalam hal ini, Soenarto Soedibroto (1994 : 154) menyatakan 
bahwa : 
“barang siapa dibawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan 
orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut 
telah memalsukan tulisan itu”.   
Selanjutnya menurut Adami Chazawi (2001 : 101), pembedaan 
prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat 
adalah : 
1. Bahwa membuat surat palsu/membuat palsu surat, sebelum 
perbuatan dilakukan, sebelum ada surat, kemudian dibuat 
suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah 
bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan 
dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat 
palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau 
surat tidak asli. 
2. Sedangkan dengan perbuatan memalsu surat, sebelum 
perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebelum surat disebut 
surat asli. Kemudian pada surat asli ini terhadap isinya 
termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli dilakukan 
perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang semula benar 
menjadi surat yang sebahagian atau seluruh isinya tidak benar 
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dan bertentangan dengan kebenaran. Surat yang demikian 
disebut dengan surat yang dipalsu. 
E. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 
Sebelum membahas tentang pidana dan pemidanaan, kita harus 
menjelaskan terlebih dahulu apa arti dari yang akan kita bahas tersebut. 
Menurut Prof. van Hamel (Lamintang : 2010 : 33), arti pidana menurut 
hukum positif dewasa ini adalah : “suatu penderitaan yang bersifat 
khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk 
menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari 
ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena 
orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus 
ditegakkan oleh Negara” 
Dari rumusan mengenai pidana diatas, dapat diketahui bahwa pidana 
sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. 
Ini berarti pidana bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin 
mempunyai tujuan. Banyak penulis yang secara harfiah telah 
menerjemahkan perkataan doel der straf dengan perkataan tujuan dari 
pidana, padahal yang dimaksud dengan doel der straf itu sebenarnya 
tujuan dari pemidanaan. 
Kalau dikaitkan dengan hukum pidana itu sendiri, maka pidana 
merupakan urat nadinya hukum pidana. Kalau tindak pidana adalah 
tentang perbuatan apasaja yang dilarang, dibolehkan dan dilaksanakan 
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maka hal yang sama juga dapat dijumpai dalam lapangan hukum lain. 
Tentang pertanggungjawaban pidana, siapa yang dianggap menjadi 
subjek hukum, juga diatur dalam lapangan Hukum Tata Negara dan 
Hukum Perdata. Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila ia 
mengandung sanksi berupa pemidanaan. Tanpa adanya sanksi 
pemidanaan, maka suatu perbuatan hanyalah merupakan perbuatan 
melanggar hukum biasa. 
Sementara itu yang dimaksud dengan pemidanaan adalah tindakan 
yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa sebagaimana 
yang dikemukakan oleh Sudarto (1997 : 36) : “Penghukuman berasal dari 
kata dasar hukum , sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum 
atau memutuskan tentang hukumannya (berschen) menetapkan hukum 
untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, 
akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada 
hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu 
penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali bersinonim dengan 
pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim”. 
Dalam masalah pemidanaan dikenal ada dua sistem atau cara yang 
biasa diterapkan mulai dari jaman Wetboek van Strafrecht (W. v. S) 
Belanda sampai dengan sekarang yang diatur dalam KUHP, yaitu : 
a. Bahwa orang dipenjara harus menjalani pidananya dalam tembok 
penjara. Ia harus di asingkan dari masyarakat ramai dan terpisah 
dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka yang bebas. 
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Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan di belakang 
tembok penjara. 
b. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk 
kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi. 
2. Teori-Teori Pemidanaan 
Pemidanaan yang dikenal sebagai hukuman atau sanksi yang dianut 
hukum pidana, membedakan hukum pidana dengan hukum yang lain. 
Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan 
dan pergaulan hidup yang teratur.Yang menjadi perdebatan para pakar 
adalah dasar diadakannya hukuman tersebut, yang akhirnya menimbulkan 
3 (tiga) teori, yakni : 
a. Teori Pembalasan (absolute/vergeldingstheorie) 
Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang 
telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain 
Immanuel Kant yang mengatakan ”Fiat Justitia ruat coelom” 
(walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus 
menjalankan pidanya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan 
prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan 
bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan 
adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, 
menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Menurut Thomas Aquinas 
pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan 
pembalasan kepada penjahat. 
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Teori absolute atau pembalasan ini terbagi lagi menjadi Teori 
Pembalasan Objektif dan Teori Pembalasan Subjektif. Teori 
pembalasan objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari 
perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini si pembuat 
kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu 
bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang 
diakibatkan oleh si pembuat kejahatan. Sedangkan teori pembalasan 
subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini, 
kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. 
Apabila kerugian atau kesengsaran yang besar disebabkan oleh 
kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya 
dijatuhi pidana yang ringan.  
b. Teori Maksud dan Tujuan (relative/doeltheorie) 
Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari 
pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan 
terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk 
masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van 
Furbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman 
pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan 
pidana kepda si penjahat.  
Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori 
absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana 
dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan pada 
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hari-hari yang akan datang, yaitu maksud mendidik orang yang telah 
berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali. 
c. Teori Gabungan (vernigingstheorie) 
Teori ketiga ini mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan 
teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori 
gabungan. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan 
bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, 
karenanya pemidanaan harus memberi kepuasan bagi hakim, penjahat 
itu sendiri maupun kepada masyarakat. 
Teori terakhir yang merupakan gabungan dari teori-teori yang 
telah disebutkan tadi adalah Teori Pembinaan. Teori Pembinaan ini 
lebih mengutamakan perhatiannya kepada si pelaku tindak pidana, 
bukan pada tindakan pidana yang telah dilakukan, melainkan harus 
didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki 
si pelaku tindak pidana.  
Menurut teori ini, tujuan pidana untuk merubah tingkah laku dan 
kepribadian si pelaku tindak pidana agar meninggalkan kebiasaan 
jelek yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Dengan kata 
lain, adalah untuk memperbaiki pelaku tindak pidana. Teori inilah yang 
juga dianut oleh Rancangan KUHP. 
3. Bentuk-Bentuk Pidana 
Bentuk pidana yang diatur dalam KUHP dimuat dalam Pasal 10 yang 
terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan :  
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a. Pidana Pokok terdiri dari : 
1) Pidana Mati; 
2) Pidana Penjara; 
3) Pidana Kurungan; 
4) Pidana Denda. 
b. Pidana Tambahan terdiri dari : 
1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu; 
2) Perampasan Barang – Barang Tertentu; 
3) Pengumuman Putusan Hakim. 
F. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 
Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang 
didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim. 
Hakekatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-
unsur (bestanddelen) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa 
tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang 
didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh 
bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan 
berpengaruh besar terhadap amar/dictum putusan hakim. 
Lazimnya, dalam praktik peradilan dalam putusan hakim sebelum 
“pertimbangan-pertimbangan yuridis” ini dibuktikan dan dipertimbangkan 
maka hakim terlebih dahulu akan menarik “fakta-fakta dalam persidangan” 
berorientasi pada dimensi tentang: locus dan tempus delicti, modus 
operandi bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau 
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latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, 
kemudian bagaimanakah akibat langsung dan tidak langsung dari 
perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya. 
Selanjutnya, setelah “fakta-fakta dalam persidangan” tersebut 
diungkapkan, pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan 
terhadap unsur-unsur (bestanddelen) dari tindak pidana yang telah 
didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Sebelum mempertimbangkan 
unsur-unsur (bestanddelen)  tersebut, menurut praktik lazimnya 
dipertimbangkan tentang hal-hal bersifat korelasi antara fakta-fakta, tindak 
pidana yang didakwakan, dan unsur kesalahan terdakwa . 
1. Dasar-Dasar Peniadaan Pidana 
Terwujudnya suatu tindak pidana tidak selalu dijatuhkan pidana 
terhadap pembuatnya. Undang-undang telah memberikan dasar-dasar 
yang meniadakan pidana. Adanya aturan ini membuktikan bahwa undang-
umndang memisahkan antara tindak pidana dengan si pembuatnya. 
Pembentuk undang-undang membuat aturan ini bertujuan mencapai 
derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal, baik yang 
bersifat objektif maupun subjektif, yang mendorong dan memengaruhi 
seseorang mewujudkan suatu tingkah laku yang pada kenyataannya 
dilarang oleh undang-undang. Pemikiran yang semacam inilah yang 
mendasari dibentuknya ketentuan umum perihal faktor-faktor yang 
menyebabkan tidak dipidananya pembuat. 
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Dilihat dari sudut sumbernya, dasar-dasar peniadaan pidana ada dua 
macam, yaitu yang berasal dari undang-undang dan yang berasal dari luar 
undang-undang. Adapun rincian dari pembedaannya adalah sebagai 
berikut : 
a. Dasar Peniadaan Pidana dalam Undang-Undang 
Dasar peniadaan pidana dalam undang-undang terbagi menjadi 
dua yaitu yang bersifat umum dan yang bersifat khusus, adapun 
pembagiannya : 
1) Dasar peniadaan pidana yang bersifat umum diatur dalam Pasal 
44 (tidak dapat dipertanggungjawabkan), Pasal 48 (daya paksa), 
Pasal 49 (ayat (1) pembelaan terpaksa), Pasal 49 (ayat (2) 
pembelaan terpaksa yang melampaui batas), Pasal 50 
(menjalankan perintah jabatan yang sah), Pasal 51 (ayat (1) 
menjalankan perintah jabatan yang berwenang), Pasal 51 (ayat 
(2) menjalankan perintah jabatan yang tidak berwenang jika 
bawahan itu dengan itikad baik memandang atasan yang 
bersangkutan sebagai berwenang. 
2) Dasar peniadaan pidana dalam undang-undang yang bersifat 
khusus tercantum dalam pasal-pasal terkait seperti Pasal 310 
ayat (3) KUHP, Pasal 166 untuk delik dalam Pasal 164 dan 165, 
Pasal 221 ayat (2). 
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b. Dasar Peniadaan Pidana di luar Undang-Undang 
Dasar peniadaan pidana di luar undang-undang terbagi dua juga 
yaitu: 
1) Kehilangan sifat melawan hukum dari perbuatan (secara materiil 
dalam fungsinya yang negatif). Dasar peniadaan pidana di luar 
undang-undang yang berhubungan dengan sifat melawan hukum 
materil dalam suatu perbuatan dalam fungsinya yang negatif, 
dalam arti mencari ketiadaan unsur melawan hukum di luar 
undang-undang untuk tidak memidana suatu perbuatan yang 
dilakukan seseorang, dan bukan mencari adanya unsur melawan 
hukum dalam undang-undang dalam rangka memidana si pelaku 
perbuatan tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa undang-
undang hanya memidana seseorang yang melakukan perbuatan, 
apabila perbuatan itu telah dicantumkan dalam peraturan 
perundang-undangan sebagai peraturan yang dilarang (artinya 
mengandung sifat tercela atau melawan hukum). Hanya 
perbuatan yang diberi label tercela atau terlarang saja yang 
pelakunya dapat dipidana. Pengertian sifat melawan hukum yang 
demikian disebut dengan melawan hukum formil, karena semata-
mata sifat terlarangnya perbuatan didasarkan dalam 
pemuatannya dalam undang-undang. Perbuatan lain yang di luar 
apa yang ditentukan sebagai dilarang oleh undang-undang, 
walaupun tercela menurut masyarakat atau menurut asas-asas 
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umum masyarakat atau melawan hukum materil, sepanjang tidak 
dilarang menurut perturan perundang-undangan, tidaklah dapat 
dipidana. Hal ini telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 1 ayat 
(1) KUHP tentang apa yang dikenalkan dengan asas legalitas, 
yaitu tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat dipidana selain 
berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana 
yang mendahuluinya” . Perbuatan yang mengandung sifat tercela 
menurut masyarakat yang tidak tercela menurut Undang-undang 
tidaklah dapat dipidana. Tapi sebaliknya pada perbuatan yang 
secara nyata terlarang menurut Undang-undang, yang karena 
menurut faktor atau sebab tertentu boleh jadi tidak mengandung 
sifat tercela atau kehilangan sifat tercelanya menurut masyarakat, 
maka terhadap si pembuatnya tidak dipidana. Inilah yang 
dimaksud dengan sifat melawan hukum materil dalam fungsinya 
yang negatif. 
2) Dasar peniadaan pidana karena ketiadaan unsur kesalahan pada 
si pembuat. Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” telah dianut 
sejak tahun 1930, hanya si pembuat yang terbukti bersalah saja 
yang dapat dijatuhi pidana. Kesalahan adalah bagian terpenting 
dalam tindak pidana dan demikian juga halnya untuk menjatuhkan 
hukuman pidana. Jika kesalahan itu tidak ada pada si pembuat 
dalam suatu perbuatan tertentu, maka berdasarkan asas ini si 
pembuat tidak boleh dipidana. Ketiadaan kesalahan si pembuat 
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atas perbuatannya terjadi karena ketidaktahuan atau kekeliruan 
tentang keadaan nyata atau fakta yang ada ketika perbuatan 
dilakukan. 
2. Dasar-Dasar Pemberatan Pidana 
a. Dasar Pemberatan Pidana Umum 
1) Dasar pemberatan pidana karena jabatan 
Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP 
yang rumusan lengkapnya adalah: “bilamana seorang pejabat karena 
melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari 
jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai 
kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya 
karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”. 
Dasar pemberat pidana tersebut dalam Pasal 52 KUHP ini adalah 
terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau 
pegawai negeri) mengenai 4 hal, ialah dalam melakukan tindak 
pidana dengan: 
a) Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya; 
b) Memakai kekuasaan jabatannya; 
c) Menggunakan kesempatan karena jabatannya; 
d) Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya. 
 
Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah 
sepertiga adalah seorang pejabat atau pegawai negeri yang 
melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau menggunakan 
4 keadaan tersebut di atas. Walaupun kualitas pegawai negeri dalam 
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pasal ini sama dengan kualitas subjek hukum pada kejahatan-
kejahatan jabatan dalam Bab XXVIII Buku II dan pelanggaran 
jabatan dalam Bab VIII Buku III, tetapi pemberat pidana berdasarkan 
pasal 52 ini tidak berlaku pada kejahatan-kejahatan jabatan maupun 
pelanggaran jabatan tersebut, melainkan berlakunya pada 
pelanggaran dan kejahatan yang lain, sebabnya ialah pidana yang 
diancamkan pada kejahatan jabatan dan pelanggaran jabatan karena 
dari kualitasnya sebagai pegawai negeri itu telah diperhitungkan 
menurut Schravendijk (Adami Chazawi: 2009: 74). 
Jadi, pemberat pidana berdasarkan Pasal 52 ini berlaku umum 
seluruh jenis dan bentuk tindak pidana, kecuali pada kejahatan dan 
pelanggaran jabatan seperti yang diterangkan di atas. Walaupun 
subjek tindak pidana Pasal 52 KUHP dengan subjek hukum 
kejahatan dan pelanggaran jabatan adalah sama yakni pegawai 
negeri, tetapi ada perbedaan antara tindak pidana dengan 
memperberat atas dasar Pasal 52 KUHP ini dengan kejahatan dan 
pelanggaran jabatan, yaitu: 
a) Tindak pidana yang dapat diperberat dengan menggunakan Pasal 
52 ini pada dasarnya adalah tindak pidana yang dapat dilakukan 
oleh setiap orang; 
b) Sedangkan tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran 
jabatan hanyalah dapat dilakukan oleh subjek hukum yang 
berkualitas pegawai negeri saja. 
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Tentang siapa atau dengan syarat-syarat apa yang dimaksud 
dengan pegawai negeri tidaklah dijelaskan lebih jauh dalam undang-
undang. Pasal 92 KUHP tidaklah menerangkan tentang siapa 
pegawai negeri, tetapi sekedar menyebut tentang beberapa 
macamnya pegawai negeri, atau bolehlah dikatakan memperluas 
macamnya pegawai negeri, yaitu: 
a) Orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum; 
b) Orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota 
badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau 
badan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh pemerintah atau atas 
nama pemerintah; 
c) Semua anggota dewan subak (waterschap); 
d) Semua kepala rakyat Indonesia asli; dan 
e) Semua kepala golongan Timur Asing yang menjalankan 
kekuasaan yang sah. 
 
Dalam 2 (dua) undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian terdapat rumusan 
tentang pengertian pegawai negeri dan Undang-Undang No. 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat 
perluasan arti pegawai negeri yang lebih sempurna daripada Pasal 
92 maupun pengertian menurut yurisprudensi. 
Menurut UU No. 8 Tahun 1974, pegawai negeri adalah “mereka 
yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat 
yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau 
diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu 
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peraturan perundang-undangan dan digaji menurut perundang-
undangan yang berlaku” 
Sedangkan yang lebih sempurna dan lebih luas lagi adalah 
menurut ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 
1999, pada Pasal 1 butir ke-2 merumuskan sebagai berikut: 
Pegawai negeri adalah meliputi: 
a) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 
tentang Kepegawaian; 
b) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana; 
c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negeri atau 
daerah; 
d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang 
menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau 
e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang 
mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau 
masyarakat. 
 
Walaupun kedua undang-undang di atas merumuskan mengenai 
pegawai negeri secara lebih sempurna, namun pengertian dan 
perluasan arti pegawai negeri menurut kedua UU tersebut di atas 
tidak berlaku terhadap Pasal 52. Perihal pegawai negeri ini hanya 
berlaku sebagaimana pengertian menurut praktik hukum 
(yurisprudensi) dan perluasan arti menurut Pasal 92 saja.  
2) Dasar Pemberatan Pidana dengan Menggunakan Sarana 
Bendera Kebangsaan 
Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana 
bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 a, yang rumusan 
lengkapnya adalah: 
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“bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera 
kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut 
dapat ditambah sepertiga.” 
Dalam Pasal 52a ini tidak ditentukan tentang bagaimana caranya 
dalam menggunakan bendera kebangsaan pada waktu melakukan 
kejahatan itu, oleh sebab itu dapat dengan menggunakan cara 
apapun yang penting kejahatan itu terwujud. 
Oleh karena dalam Pasal 52a ini disebutkan secara tegas 
penggunaan bendera kebangsaan itu adalah waktu melakukan 
kejahatan maka di sini tidak berlaku pada pelanggaran. Di sini 
berlaku pada kejahatan manapun, termasuk kejahatan menurut 
perundang-undangan di luar KUHP. 
3) Dasar Pemberatan Pidana karena Pengulangan (Recidive) 
Ada 2 (dua) arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat 
(social), dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti 
yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang 
setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak 
pidana lagi, di sini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-
syarat lainnya. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana, yang 
merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat 
berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-
syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang. 
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Undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan 
umum (general recidive) yang artinya menentukan pengulangan 
berlaku untuk dan terhadap semua tindak pidana. Mengenai ini 
KUHP kita mengatur sebagai berikut: 
a) Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak 
pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi 
pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak 
pidana-tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 
487, 488 KUHP; dan 
b) Diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387, dan 388 itu, 
KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu 
yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 Ayat (3), 489 
Ayat (2), 495 Ayat (2), 501 Ayat (2), 512 Ayat (3) KUHP. 
Pada tindak pidana lain yang tidak masuk pada yang diterangkan 
pada butir-butir di atas, tidak dapat terjadi pengulangan. 
Oleh karena tidak mengenal general recidive inilah, maka 
pengaturannya tidak dimuat dalam Buku Pertama, melainkan 
dikelompokkan pada ketiga pasal tersebut dalam Buku II dan pasal-
pasal tertentu lainnya dalam Buku II (kejahatan) maupun buku III 
(pelanggaran) 
b. Dasar Pemberatan Pidana Khusus 
Dasar pemberatan pidana yang telah dibicarakan di atas adalah 
bersifat umum, artinya berlaku untuk segala macam tindak pidana. 
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Disamping dasar pemberatan pidana umum tersebut, undang-undang 
menyebut juga beberapa dasar atau alasan peniadaan pidana khusus, 
yang maksudnya hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang 
dirumuskan secara tegas, dan tersebar dalam beberapa pasal KUHP. 
Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus 
ini ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas ancaman 
maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab 
diperberatnya  mana dicantumkan secara tegas dalam dan mengenai 
tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberat khusus, karena 
hanya berlaku pada tindak pidana tertentu  yang dicantumkannya alasan 
pemberat itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain. 
3. Dasar-Dasar Diperingannya Pidana 
a. Dasar-Dasar yang Menyebabkan Diperingannya Pidana Umum 
1) Menurut KUHP: Belum berumur 16 Tahun 
Bab III Buku I KUHP mengatur tentang hal-hal yang 
menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pidana. Tentang 
hal yang memperingan (mengurangkan) pidana dimuat dalam Pasal 
45, 46, dan 47. Akan tetapi sejak berlakunya Undang-Undang No. 3 
Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak (diundangkan tanggal  3 
Januari 1997 dan berlaku sejak tanggal 3 Januari 1998), ketiga pasal 
itu telah tidak berlaku lagi (Pasal 67). Kini ini hanya penting dari segi 
sejarah hukum pidana, khususnya pidana anak. 
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2) Menurut UU No. 3 Tahun 1997: Anak Yang Umurnya Telah 
Mencapai 8 Tahun Tetapi Belum 18 Tahun Dan Belum Pernah 
Kawin 
Kini setelah Pasal 45, 46, dan 47 tidak berlaku lagi, kedudukan 
sebagai dasar diperingannya pidana yang bersifat umum, digantikan 
oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Menurut UU ini dasar 
peringanan pidana umum ialah sebab pembuatnya anak (disebut 
anak nakal) yang umurnya telah 8 (delapan) tahun tetapi belum 
berusia18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 
Dasar peringanan pidana menurut UU No.3 Tahun 1997, terdapat 
2 (dua) unsur kumulatif yang menjadi syaratnya, ialah: pertama 
mengenai: umurnya (telah 8 tahun tapi belum 18 tahun) dan yang 
kedua mengenai: belum pernah menikah. Dalam sistem hukum kita, 
selain umur juga perkawinan adalah menjadi sebab kedewasaan 
seseorang. 
Sama dengan KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 ini juga terhadap 
anak (KUHP: belum berumur 16 Tahun, Undang-Undang ini telah 
berumur 8 tahun tapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin) yang 
terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana, hakim dapat 
menjatuhkan satu di antara dua kemungkinan, ialah menjatuhkan 
pidana atau menjatuhkan tindakan (Pasal 21). 
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3) Perihal Percobaan Kejahatan dan Pembantuan Kejahatan 
Bagaimana  dengan percobaan kejahatan dan pembantuan 
kejahatan, yang menurut Undang-Undang (Pasal: 53 Ayat 2 dan 57 
Ayat 1) pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi 
sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang 
bersangkutan. Pada kenyataannya menurut undang-undang kepada 
si pembuat yang gagal atau tidak selesai dalam melakukan kejahatan 
dan demikian juga orang yang membantu orang lain dalam 
melakukan kejahatan, ancaman pidananya dikurangi sepertiga dari 
ancaman maksimum pada kejahatan yang dilakukan. Berarti di sini 
ada peringanan pidana, jika dibandingkan dengan pembuat 
kejahatan selesai atau bagi si pembuatnya (pleger: pelaku 
pelaksana). 
b. Dasar-Dasar yang Menyebabkan Diperingannya Pidana 
Khusus 
Disebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar 
peringanan tertentu, yang hanya berlaku khusus terhadap tindak 
pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala 
macam tindak pidana. Dasar peringanan pidana khusus ini tersebar 
dalam pasal-pasal KUHP. 
Untuk dapatnya dinyatakan suatu tindak pidana sebagai lebih 
ringan tentu ada pembandingnya. Dalam tindak pidana lebih ringan 
inilah ada unsur yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si 
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pembuatnya. Tindak pidana bandingannya atau pembandingnya itu 
ada 2, yaitu: 
1) Pertama, biasanya pada tindak pidana dalam bentuk pokok, 
disebut juga bentuk biasa atau bentuk standar. 
2) Kedua, pada tindak pidana lainnya (bukan termasuk bentuk 
pokok) tapi perbuatannya serta syarat-syarat lainnya sama. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Penelitian merupakan sutu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 
metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan 
menganalisanya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu 
mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada 
hukum. 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah di mana 
penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi 
penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu di kota Malili yang 
merupakan ibukota Kabupaten Luwu Timur. 
Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam rencana penulisan 
ini maka penulis menetapkan lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri 
Malili Kabupaten Luwu Timur.Pemilihan lokasi ini atas dasar instansi 
tersebut berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam 
penulisan skripsi ini. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari  wawancara langsung, 
dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari pihak yang terkait. 
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2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian pustaka, berupa 
buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan laporan, 
majalah-majalah, artikel serta bahan literatur lainnya yang 
berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. 
C. Jenis Penelitian 
1. Penelitian Pustaka (Library Research) 
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari 
landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-
artikel serta sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan 
permasalahan yang diteliti. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan 
melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada instansi 
atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah 
dengan catatan, observasi dan wawancara dengan pihak yang terkait 
dengan penelitian ini. Pihak yang terkait yang penulis maksud disini 
adalah hakim yang menjatuhkan putusan dan pelaku tindak pidana itu 
sendiri. 
E. Analisis Data 
Penulis dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian 
menggunakan teknik analisa data pendekatan kualitatif, yaitu merupakan 
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tata cara penelitian yang menghasilkan data deskritif, yaitu yang 
dinyatakan oleh pihak yang terkait secara tertulis atau lisan dan prilaku 
nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, 
sepanjang hal itu merupakan suatu yang nyata. 
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BAB VI 
PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Pidana Materil dalam Perkara Putusan Nomor 
119/Pid.B/2012/PN.Malili 
Berbicara mengenai penerapan pidana, tentunya kita tidak akan 
lepas dari teori pertanggungjawaban pidana. Terdapat dua pandangan 
mengenai hal tersebut, yaitu pandangan monistis dan dualistis. Menurut 
pandangan monistis, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana mencakup 
unsur perbuatan yaitu terdapat unsur melawan hukum dari perbuatan 
tersebut yang biasa disebut unsur objektif dan unsur pembuat yaitu 
terdapat kesalahan pada pembuat tersebut yang biasa disebut sebagai 
unsure subjektif. Dari pandangan monistis tersebut dapat disimpulkan 
bahwa jika telah terjadi delik, maka pelakunya dapat dipidana, jadi 
pertanggungjawaban pidana menurut aliran monistis sama dengan syarat-
syarat penjatuhan pidana. 
Sementara itu, menurut pandagan dualistis mengenai 
pertanggungjawaban pidana, dimana pandangan in memisahkan antara 
unsur perbuatan (unsur objektif) dengan unsur pembuat (unsur subjektif). 
Pandangan dualistis menyatakan bahwa unsur perbuatan hanya 
menyangkut unsur delik, sementara dalam hal pertanggungjawaban 
pidana terdapat unsur pembuat. Seseorang hanya dapat dimintakan 
pertanggungjawaban pidana apabila terdapat kesalahan pada 
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pembuatnya artinya seseorang bukan dimintakan pertanggungjawaban 
pidana atas sifat melawan hukum dari perbuatannya. Oleh Karena itu, 
pertanggungjawaban pidana hanya melekat pada unsur subjektif, yaitu 
unsur pembuat atau dengan kata lain, meskipun telah terjadi delik akan 
tetapi pembuatnya tidak mempunyai kesalahan maka tidak dapat 
dimintakan pertanggungjawaban. 
Sehubungan dengan adanya dua pendapat mengenai 
pertanggungjawaban pidana tersebut, maka penulis sependapat dengan 
penganut aliran dualistis yang memisahkan antara unsur objektif 
(delik/tindak pidana) dengan unsur subjektif (pertanggungjawaban). Hal ini 
juga sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) 
dan memberi kemudahan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap terdakwa yang tidak dapat dijatuhkan pidana jika salah satu 
unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana) tidak terpenuhi maka amar 
putusan tersebut adalah bebas (vrijspraak), sesuai dengan Pasal 191 ayat 
(1) dan ayat (2) KUHP yang menentukan : 
(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan 
disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinan, maka 
terdakwa diputus bebas. 
(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 
kepada terdakwa terbukti, tetapi tidak merupakan suatu tindak 
pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. 
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Untuk memidanakan seseorang yang dinyatakan melakukan 
kejahatan haruslah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan pemidanaan 
sebagaimana diatur dalam undang-undang, dalam hal ini hukum pidana. 
Penulis telah menjelaskan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban 
pidana sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka 
seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.  
Berikut penulis akan menguraikan posisi kasus dan dakwaan 
Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 119/Pid.B/2012/PN. Malili :  
1. Posisi Kasus 
Pada tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2011 atau 
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor 
Sekolah SMP Negeri 2 Wotu Desa Lampenai Kec. Wotu Kab.Luwu 
Timur terdakwa ATRA SAMAL S.Pdi yang pada saat itu menjabat 
sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Wotu, menerima murid baru atas 
nama saksi M. Aksanal Umar Triyono di kelas 3, pindahan dari sekolah 
Pesantren Darul Istiqomah Maccopa Maros tetapi saksi M.Aksanal Umar 
Triyono belum menyerahkan raport dari sekolah asalnya kemudian 
terdakwa menerima saksi M.Aksanal Umar Triyono tersebut untuk 
sekolah di SMP Negeri 2 Wotu untuk duduk di kelas 3. Selanjutnya pada 
bulan agustus 2011 terdakwa mendapatkan informasi untuk 
menyerahkan daftar nama-nama siswa yang hendak mengikuti ujian 
nasional tahun 2012 disertai dengan raport semester I (pertama) kelas 1 
(satu) sampai dengan semester I (pertama) kelas 3 (tiga) ke pusat untuk 
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seleksi peserta ujian nasional, tetapi karena raport nilai dari saksi 
M.Aksanal Triyono Umar yang semester pertama kelas 1 sampai 
dengan kelas dua belum ada maka terdakwa dengan inisiatif sendiri 
untuk menolong saksi M.Aksanal Umar Triyono membuat raport atas 
nama M.Aksanal Umar Triyono. Selanjutnya terdakwa membuat raport 
kelas 1 dan kelas 2 atas nama saksi M.Aksanal Umar Triyono tersebut 
dengan cara membuatkan raport baru dengan memasukkan nilai-nilai 
kedalam raport tersebut serta menandatangani kolom nama Adi Jaya 
S.Pd yang pada saat kelas 1 dan 2 masih menjabat sebagai Kepala 
Sekolah yang tertera didalam buku raport tersebut dengan maksud 
untuk dipakai di Diknas utuk mengikuti ujian Nasional dan seolah-olah 
bahwa dengan adanya raport kelas 1 dan kelas 2 tersebut adalah benar 
bahwa saksi M.Aksanal Umar Triyono sekolah di SMP Negeri 2 Wotu. 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
PERTAMA : 
Bahwa ia terdakwa ATRA SAMAL.,S.Pdi pada tanggal yang tidak 
diingat lagi pada bulan Agustus 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu 
lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Sekolah SMP Negeri 2 Wotu 
Desa Lampenai Kec. Wotu Kab.Luwu Timur atau setidak-tidaknya pda 
suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan 
Negeri Malili, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang tau yang 
diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk 
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memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah 
isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat 
menimbulkan kerugian, dengan cara sebagai berikut : 
- Berawal ketika ajaran pembelajaran baru tahun 2011, terdakwa 
ATRA SAMAL, S.Pdi yang merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 
Wotu menerima murid baru atas nama saksi M. Aksanal Umar 
Triyono di kelas 3, pindahan dari sekolah Pesantren Darul Istiqomah 
Maccopa Maros tetapi saksi M.Aksanal Umar Triyono belum 
menyerahkan raort dari sekolah asalnya kemudian terdakwa 
menerima saksi M.Aksanal Umar Triyono tersebut untuk sekolah di 
SMP Negeri 2 Wotu untk duduk di kelas 3.  
- Selanjutnya pada bulan agustus 2011 terdakwa mendapatkan 
informasi untuk menyerahkan daftar nama-nama sisa yang hendak 
mengikuti ujian nasional tahun 2012 disertai dengan raport semester 
I (pertama) kelas 1 (satu) sampai dengan semester I (pertama) kelas 
3 (tiga) ke pusat untuk seleksi peserta ujian national, tetapi karena 
raport nilai dari saksi M.Aksanal Triyono Umar yang semester 
pertama kelas 1 sampai dengan kelas dua belum ada maka terdakwa 
dengan inisiatif sendiri untuk menology saksi M.Aksanal Umar 
Triyono membuat raport atas nama M.Aksanal Umar Triyono. 
- Selanjutnya terdakwa membuat raport kelas 1 dan kelas 2 atas nama 
saksi M.Aksanal Umar Triyono tersebut dengan maksud untuk 
dipakai di Diknas utuk mengikuti ujian Nasional dan seolah-olah 
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bahwa dengan adanya raport kelas 1 dan kelas 2 tersebut adalah 
benar bahwa saksi M.Aksanal Umar Triyono sekolah di SMP Negeri 
2 Wotu. 
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium 
Kriminalistk pada Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar 
No.LAB : 687/DTF/V/2012, tertnggal 28 Mei 2012 yang dibuat dan 
ditandatangani oleh pemeriksa : 
1. Adhani Ardhis S.Amd, selaku Pemeriksa Dokumen dan Uang 
Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang 
Makassar. 
2. Marendra Yuli L.SE, selaku Pemeriksa Dokumen dan Uang Palsu 
Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. 
3. Dede Setiyarto H, ST, selaku Pemeriksa Dokumen dan Uang 
Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang 
Makassar. 
Telah memeriksa : 
 Dokumen Buku berupa 1 (satu) buah buku raport hasil belajar 
peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Wotu 
kabupaten Luwu Timur No. D.d.0086753 milik M.Aksanal Umar 
Triyoo, dimana terdapat tanda tangan Ady Jaya S.Pd, yang 
selanjutnya disebut QT. 
  Dokumen Pembanding : 
Tanda tangan Adi Jaya S.Pd pembanding terdapat pada : 
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 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK : 7324060302610001 
tertanggal Luwu Timur, 20-03-2012 
 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) A Sulsel, tertanggal 
Malili, 26-09-2007 
 1 (satu) buah Kartu Keluarga No. 7324062808090027 tertanggal 
07-07-2011 
 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Wotu 
Nomor : 106/40/Dikbudparmudora-WT/SMP.2/2008 tertanggal 26 
Agustus 2008 
 1 (satu) lembar Lampiran I Keputusan Kepala Sekolah SMP 
Negeri 2 Wotu Nomor : 106/40/Dikbudparmudora-
WT/SMP.2/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 tentang Pembagian 
Tugas Guru 
 1 (satu) lembar  Lampiran II Keputusan Kepala Sekolah SMP 
Negeri 2 Wotu Nomor : 106/40/Dikbudparmudora-
WT/SMP.2/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 tentang Tugas 
Tambahan 
 1 (satu) lembar Lampiran III Keputusan Kepala Sekolah SMP 
Negeri 2 Wotu Nomor : 106/40/Dikbudparmudora-
WT/SMP.2/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 tentang Pembagian 
Tugas Tata Usaha 
 1 (satu) lembar Lampiran IV Keputusan Kepala Sekolah SMP 
Negeri 2 Wotu Nomor : 106/40/Dikbudparmudora-
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WT/SMP.2/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 tentang Pembagian 
Tugas Penjaga Sekolah dan Pemeliharaan Lingkungan Sekolah 
Tahun Pelajaran 2008/2009 
 4 ((empat) lembar buku laporan hasil belajar peserta didik 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Wotu Kab. Luwu 
Timur 
Yang selanjutnya dokumen pembanding ini disebut KT 
Setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan bahwa tanda 
tangan Adi Jaya S.Pd bukti (QT1 dan QT2) yang terdapat pada 
dokumen bukti seperti yang tercantum dalam Bab LA diatas adalah non 
identik atau merupkan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan 
Adi Jaya S.Pd pada dokumen pembanding (KT). 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam pasal 263 ayat (2) KUHP. 
ATAU 
KEDUA 
Bahwa ia terdakwa ATRA SAMAL, S.Pdi pada waktu dan tempat 
sebagaimanadalam dakwaan pertama diatas, dengan sengaja memakai 
surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan 
tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, 
dengan cara sebagai berikut : 
- Berawal ketika ajaran pembelajaran baru tahun 2011, terdakwa 
ATRA SAMAL, S.Pdi yang merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 
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Wotu menerima murid baru atas nama saksi M. Aksanal Umar 
Triyono di kelas 3, pindahan dari sekolah Pesantren Darul Istiqomah 
Maccopa Maros tetapi saksi M.Aksanal Umar Triyono belum 
menyerahkan raort dari sekolah asalnya kemudian terdakwa 
menerima saksi M.Aksanal Umar Triyono tersebut untuk sekolah di 
SMP Negeri 2 Wotu untk duduk di kelas 3.  
- Selanjutnya pada bulan agustus 2011 terdakwa mendapatkan 
informasi untuk menyerahkan daftar nama-nama sisa yang hendak 
mengikuti ujian nasional tahun 2012 disertai dengan raport semester 
I (pertama) kelas 1 (satu) sampai dengan semester I (pertama) kelas 
3 (tiga) ke pusat untuk seleksi peserta ujian national, tetapi karena 
raport nilai dari saksi M.Aksanal Triyono Umar yang semester 
pertama kelas 1 sampai dengan kelas dua belum ada maka terdakwa 
dengan inisiatif sendiri untuk menology saksi M.Aksanal Umar 
Triyono membuat raport atas nama M.Aksanal Umar Triyono. 
- Selanjutnya terdakwa membuat raport kelas 1 dan kelas 2 atas nama 
saksi M.Aksanal Umar Triyono tersebut dengan maksud untuk 
dipakai di Diknas utuk mengikuti ujian Nasional dan seolah-olah 
bahwa dengan adanya raport kelas 1 dan kelas 2 tersebut adalah 
benar bahwa saksi M.Aksanal Umar Triyono sekolah di SMP Negeri 
2 Wotu. 
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium 
Kriminalistk pada Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar 
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No.LAB : 687/DTF/V/2012, tertnggal 28 Mei 2012 yang dibuat dan 
ditandatangani oleh pemeriksa : 
1. Adhani Ardhis S.Amd, selaku Pemeriksa Dokumen dan Uang 
Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang 
Makassar. 
2. Marendra Yuli L.SE, selaku Pemeriksa Dokumen dan Uang Palsu 
Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. 
3. Dede Setiyarto H, ST, selaku Pemeriksa Dokumen dan Uang 
Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang 
Makassar. 
Telah memeriksa : 
 Dokumen Buku berupa 1 (satu) buah buku raport hasil belajar 
peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Wotu 
kabupaten Luwu Timur No. D.d.0086753 milik M.Aksanal Umar 
Triyoo, dimana terdapat tanda tangan Ady Jaya S.Pd, yang 
selanjutnya disebut QT. 
 Dokumen Pembanding : 
Tanda tangan Adi Jaya SPd pembanding terdapat pada : 
 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK : 7324060302610001 
tertanggal Luwu Timur, 20-03-2012 
 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) A Sulsel, tertanggal 
Malili, 26-09-2007 
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 1 (satu) buah Kartu Keluarga No. 7324062808090027 tertanggal 
07-07-2011 
 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Wotu 
Nomor : 106/40/Dikbudparmudora-WT/SMP.2/2008 tertanggal 26 
Agustus 2008 
 1 (satu) lembar Lampiran I Keputusan Kepala Sekolah SMP 
Negeri 2 Wotu Nomor : 106/40/Dikbudparmudora-
WT/SMP.2/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 tentang Pembagian 
Tugas Guru 
 1 (satu) lembar  Lampiran II Keputusan Kepala Sekolah SMP 
Negeri 2 Wotu Nomor : 106/40/Dikbudparmudora-
WT/SMP.2/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 tentang Tugas 
Tambahan 
 1 (satu) lembar Lampiran III Keputusan Kepala Sekolah SMP 
Negeri 2 Wotu Nomor : 106/40/Dikbudparmudora-
WT/SMP.2/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 tentang Pembagian 
Tugas Tata Usaha 
 1 (satu) lembar Lampiran IV Keputusan Kepala Sekolah SMP 
Negeri 2 Wotu Nomor : 106/40/Dikbudparmudora-
WT/SMP.2/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 tentang Pembagian 
Tugas Penjaga Sekolah dan Pemeliharaan Lingkungan Sekolah 
Tahun Pelajaran 2008/2009 
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 4 ((empat) lembar buku laporan hasil belajar peserta didik 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Wotu Kab. Luwu 
Timur 
Yang selanjutnya dokumen pembanding ini disebut KT 
Setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan bahwa tanda 
tangan Adi Jaya S.Pd bukti (QT1 dan QT2) yang terdapat pada 
dokumen bukti seperti yang tercantum dalam Bab LA diatas adalah non 
identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda 
tangan Adi Jaya S.Pd pada dokumen pembanding (KT). 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam pasal 263 ayat (2) KUHP. 
ATAU 
KETIGA 
Bahwa ia terdakwa ATRA SAMAL, S.Pdi pada waktu dan tempat 
sebagaimana dalam dakwaan pertama diatas, mencoba melakukan 
kejahatan dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau 
yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu 
dapat menimbulkan kerugian, dengan cara sebagai berikut : 
- Berawal ketika ajaran pembelajaran baru tahun 2011, terdakwa 
ATRA SAMAL, S.Pdi yang merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri 
2 Wotu menerima murid baru atas nama saksi M. Aksanal Umar 
Triyono di kelas 3, pindahan dari sekolah Pesantren Darul 
Istiqomah Maccopa Maros tetapi saksi M.Aksanal Umar Triyono 
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belum menyerahkan raort dari sekolah asalnya kemudian terdakwa 
menerima saksi M.Aksanal Umar Triyono tersebut untuk sekolah di 
SMP Negeri 2 Wotu untk duduk di kelas 3.  
- Selanjutnya pada bulan agustus 2011 terdakwa mendapatkan 
informasi untuk enyerahkan daftar nama-nama sisa yang hendak 
mengikuti ujian nasional tahun 2012 disertai dengan raport 
semester I (pertama) kelas 1 (satu) sampai dengan semester I 
(pertama) kelas 3 (tiga) ke pusat untuk seleksi peserta ujian 
national, tetapi karena raport nilai dari saksi M.Aksanal Triyono 
Umar yang semester pertama kelas 1 sampai dengan kelas dua 
belum ada maka terdakwa dengan inisiatif sendiri untuk menology 
saksi M.Aksanal Umar Triyono membuat raport atas nama 
M.Aksanal Umar Triyono. 
- Selanjutnya terdakwa membuat raport kelas 1 dan kelas 2 atas 
nama saksi M.Aksanal Umar Triyono tersebut dengan maksud 
untuk dipakai di Diknas utuk mengikuti ujian Nasional dan seolah-
olah bahwa dengan adanya raport kelas 1 dan kelas 2 tersebut 
adalah benar bahwa saksi M.Aksanal Umar Triyono sekolah di 
SMP Negeri 2 Wotu. 
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium 
Kriminalistk pada Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar 
No.LAB : 687/DTF/V/2012, tertnggal 28 Mei 2012 yang dibuat dan 
ditandatangani oleh pemeriksa : 
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1. Adhani Ardhis S.Amd, selaku Pemeriksa Dokumen dan Uang 
Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang 
Makassar. 
2. Marendra Yuli L.SE, selaku Pemeriksa Dokumen dan Uang 
Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang 
Makassar. 
3. Dede Setiyarto H, ST, selaku Pemeriksa Dokumen dan Uang 
Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang 
Makassar. 
Telah memeriksa : 
 Dokumen Buku berupa 1 (satu) buah buku raport hasil belajar 
peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Wotu 
kabupaten Luwu Timur No. D.d.0086753 milik M.Aksanal Umar 
Triyoo, dimana terdapat tanda tangan Ady Jaya S.Pd, yang 
selanjutnya disebut QT. 
  Dokumen Pembanding : 
Tanda tangan Adi Jaya S.Pd pembanding terdapat pada : 
 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK : 7324060302610001 
tertanggal Luwu Timur, 20-03-2012 
 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) A Sulsel, tertanggal 
Malili, 26-09-2007 
 1 (satu) buah Kartu Keluarga No. 7324062808090027 
tertanggal 07-07-2011 
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 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Wotu 
Nomor : 106/40/Dikbudparmudora-WT/SMP.2/2008 tertanggal 
26 Agustus 2008 
 1 (satu) lembar Lampiran I Keputusan Kepala Sekolah SMP 
Negeri 2 Wotu Nomor : 106/40/Dikbudparmudora-
WT/SMP.2/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 tentang 
Pembagian Tugas Guru 
 1 (satu) lembar  Lampiran II Keputusan Kepala Sekolah SMP 
Negeri 2 Wotu Nomor : 106/40/Dikbudparmudora-
WT/SMP.2/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 tentang Tugas 
Tambahan 
 1 (satu) lembar Lampiran III Keputusan Kepala Sekolah SMP 
Negeri 2 Wotu Nomor : 106/40/Dikbudparmudora-
WT/SMP.2/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 tentang 
Pembagian Tugas Tata Usaha 
 1 (satu) lembar Lampiran IV Keputusan Kepala Sekolah SMP 
Negeri 2 Wotu Nomor : 106/40/Dikbudparmudora-
WT/SMP.2/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 tentang 
Pembagian Tugas Penjaga Sekolah dan Pemeliharaan 
Lingkungan Sekolah Tahun Pelajaran 2008/2009 
 4 ((empat) lembar buku laporan hasil belajar peserta didik 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Wotu Kab. Luwu 
Timur 
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Yang selanjutnya dokumen pembanding ini disebut KT 
Setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan bahwa tanda 
tangan Adi Jaya S.Pd bukti (QT1 dan QT2) yang terdapat pada 
dokumen bukti seperti yang tercantum dalam Bab LA diatas adalah non 
identik atau merupkan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan 
Adi Jaya S.Pd pada dokumen pembanding (KT). 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP 
3. Tuntutan Jaksa 
Tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 
04 Juli 2012, Nomor : PDM-/R.434/Ep.2/07/2012, yang pada pokoknya 
berpendapat bahwa Terdakwa ATRA SAMAL, S.Pdi telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat 
sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif, sehingga pada akhir 
tuntutan pidananya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 
1. Menyatakan terdakwa Atra Samal S.Pdi telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu 
atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau 
pembebasan utang dengan maksud untuk memakai atau menyuruh 
orang lain memakai surat tersebut seolah-olah benar atau tidak palsu 
jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP. 
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2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Atra Samal S.Pdi dengan 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) buah buku raport yang berwarna biru dengan Nomor 
raport D.d 00867532009 yang dikeluarkan di SMP Negeri 2 Wotu 
atas nama M. Aksanal Umar Triyono 
- 1 (satu) buah buku raport yang berwarna biru dengan Nomor 
raport D.d 00867532009 yang dikeluarkan di SMP Negeri 2 Wotu 
atas nama M. Aksanal Umar Triyono 
- 1 (satu) buah buku raport yang berwarna kuning biru tua dengan 
Nomor raport D.d 00867532009 yang dikeluarkan di SMP Negeri 
2 Wotu atas nama M. Aksanal Umar Triyono 
- 1 (satu) rangkap fotocopy pengiriman data nilai sekolah peserta 
ujian Nasional SMP dari SMP Negeri 2 Wotu 
Tetap terlampir dalam berkas perkara: 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). 
4. Amar Putusan 
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam 
persidangan ini, majelis hakim akan mempertimbangkannya 
sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini; 
Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim; 
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Mengingat Pasal 340 KUHP jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan 
ketentuan-ketentuan undang-undang lain yang berhubungan dengan 
perkara ini; 
Mengadili : 
1. Menyatakan terdakwa Atra Samal S.Pdi telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat” 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Atra Samal S.Pdi dengan 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) buah buku raport yang berwarna biru dengan Nomor 
raport D.d 00867532009 yang dikeluarkan di SMP Negeri 2 Wotu 
atas nama M. Aksanal Umar Triyono 
- 1 (satu) buah buku raport yang berwarna biru dengan Nomor 
raport D.d 00867532009 yang dikeluarkan di SMP Negeri 2 Wotu 
atas nama M. Aksanal Umar Triyono 
- 1 (satu) buah buku raport yang berwarna kuning biru tua dengan 
Nomor raport D.d 00867532009 yang dikeluarkan di SMP Negeri 
2 Wotu atas nama M. Aksanal Umar Triyono 
- 1 (satu) rangkap fotocopy pengiriman data nilai sekolah peserta 
ujian Nasional SMP dari SMP Negeri 2 Wotu 
Tetap terlampir dalam berkas perkara 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). 
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Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyarawatan Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari Senin tanggal 22 Oktober 
2012 oleh H.MUHAMMAD DJAMIR, SH.MH sebagai Hakim Ketua, 
ABDUL HAKIM, SH.MH dan M. SYARIF, SH masing-masing sebagai 
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 
Oktober 2012 diucapkan dala persidangan yang terbuka untuk umum 
oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota 
tersebut, dibantu oleh ABD HAKIM, SH Panitera Pengganti pada 
Pengadilan Negeri Malili, dan dihadiri oleh IRFAN EFFENDI, SH 
selaku Penuntut Umum, tedakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum 
terdakwa. 
5. Analasis penulis 
Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa 
terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara 
bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, 
maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi 
seluruhnya. 
Adapun unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat atau Pasal 263 
ayat (1) KUHP sebagai berikut : 
a. Barangsiapa; 
b. Membuat surat palsu atau memalsukan surat 
c. Menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau membebaskan utang 
atau untuk digunakan membuktikan suatu kenyataan dengan 
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maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat 
tersebut seolah-olah benar dan tidak dipalsu 
d. Dapat menimbulkan suatu kerugian 
Oleh sebab itu untuk membuktikannya mari kita kaji unsur-unsur 
tersebut : 
a. Barang Siapa 
Bahwa kata “barangsiapa” ditujukan pada orang atau subyek delik 
yang didakwa sebagai pelaku perbuatan, yang apabila orang itu 
terbukti memenuhi semu unsur yang dimaksudkan dalam ketentuan 
pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka ia dapat 
disebut sebagai pelaku dari perbuatan tersebut. Dalam perkara ini, 
terdakwa telah mengakui dan menyebutkan identitas dirinya 
sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, yakni 
bernama ATRA SAMAL S.Pdi, sehingga kata “barangsiapa” disini 
sudah jelas ditujukan kepada terdakwa tersebut. 
b. Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat 
Berpedoman pada doktrin dan yurisprudensi tersebut Majelis 
Hakim berpendapat bahwa yang disebut surat palsu adalah surat 
yang sengaja dibuat oleh terdakwa yang isinya tidak sesuai dengan 
kebenaran dan atau yang tidak ditandatangani oleh orang yang 
seharusnya menandatangani surat tersebut. Dan dalam persidagan 
telah terungkap fakta hukum bahwa terdakwa, yang melakukan 
pemalsuan tanda tangan dengan cara terdakwa menyuruh saksi 
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Rijal Makmur untuk menulis nilai-nilai kedalam buku raport milik 
M.,Aksanal Umar Triyono dan menuliskan nama Adi Jaya S.Pd 
yang selanjutnya pada bagian tanda tangan yang seharusnya 
ditanda tangani oleh Adi Jaya S.Pd, terdakwa membubuhkan tanda 
tangan dengan meniru dan memalsukan tanda tangan milik Adi 
Jaya S.Pd. 
c. Menimbulkan Suatu Hak 
Di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa dengan ditanda 
tanganinya raport oleh terdakwa yang seolah-olah tanda tangan itu 
adalah merupakan tanda tangan milik lelaki Adi Jaya S.Pd, 
sehingga menimbulkan hak yaitu saksi M.Aksanal Umar Triyono 
dapat mengikuti Ujian Nasional, seakan-akan saksi M. Aksanal 
Umar Triyono memang benar adalah siswa SMP Negeri 2 Wotu 
sejak kelas satu. 
d. Dapat menimbulkan suatu kerugian 
Bahwa unsur “dapat menimbulkan suatu kerugian” tidak berarti 
harus ada kerugian secara nyata. Adanya peluang akan timbul 
kerugian dikemudian hari dapat dikategorikan dalam unsur “dapat 
menimbulkan suatu kerugian”. Perbuatan terdakwa yang 
menandatangani raport atas nama M. Aksanal Umar Triyono diatas 
nama Adi Jaya S.Pd tanpa sepengetahuan dan seizin Adi Jaya 
S.Pd sehingga Adi Jaya S.Pd merasa dirugikan, dan nama baiknya 
tercoreng. Selain kerugian yang diderita oleh Adi Jaya S.Pd 
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tersebut terhadap saksi M.Aksanal Umar Triyono juga bisa 
menderita kerugian dikemudian hari jika suatu saat kelulusan saksi 
tersebut dipermasalahkan, sebab raport yang digunakan tersebut 
bukan ditandatangani oleh orang yang berhak. 
Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis dapat melihat dan 
menyimpulkan  bahwa perbuatan terdakwa memang benar telah 
terpenuhi  dan terbukti menurut hukum. 
Berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang terungkap dipersidangan 
juga semakin membuktikan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara 
Nomor 119/Pid.B/2012/PN. Malili 
1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Perkara Nomor 119/Pid.B/2012/PN. Malili 
Pertimbangan hukum sangat diperlukan oleh hakim dalam 
menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dalam mengambil keputusan 
hakim hendaknya lebih mempertimbangkan dengan penuh ketelitian, 
kecermatan serta penguasaan yang mendalam tentang kasus posisinya 
karena putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan 
nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki, hak asasi, penguasaan 
hukum, faktual, visualisasi, etika serta moralitas hakim yang 
bersangkutan. Untuk itu hakim dituntut melakukan kegiatan menelaah 
terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya 
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dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai dengan keyakinannya, 
setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa 
yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku 
kemudian memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu 
hukum terhadap peristiwa itu. 
Putusan yang dijatuhkan harus memiliki dasar pertimbangan yang 
kuat sehingga diharapkan dapat memberikan keputusan yang seadil-
adilnya. Dalam putusan hakim aspek pertimbangan-pertimbangan 
yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang 
paling penting, dimana pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara 
langsung berpengaruh besar terhadap putusan hakim. Pertimbangan 
yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana 
apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai 
dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. 
Pertimbangan Hakim terhadap terdakwa adalah sebagai berikut : 
Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didalam 
dakwaannya tersebut diatas, didakwa : 
PERTAMA, melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana 
dalam pasal 263 ayat (1) KUHP 
KEDUA, melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana 
dalam pasal 263 ayat (2) KUHP 
KETIGA, melakukan perbuatan yang diatur dan diancam  pidana 
dalam pasal 263 ayat (2), Jo PPasal 53 ayat (1) KUHP 
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Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun 
secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang 
paling tepat untuk mempertimbangkan sesuai dengan perbuatan 
terdakwa. 
Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan 
dakwaan PERTAMA sebab menurut Majelis Hakim dakwaan tersebutlah 
yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta 
hukum yang terungkap diatas 
- Unsur 1 : Barangsiapa 
- Unsur 2 : Membuat surat palsu atau memalsukan surat 
- Unsur 3 : Menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau 
membebaskan utang atau untuk digunakan membuktikan suatu 
kenyataan dengan maksud untuk memakai atau mnyuruh orang 
lain memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak dipalsu  
- Unsur 4 : Dapat menimbulkan suatu kerugian  
Ad. Unsur 1. 
Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” ditujukan pada orang atau 
subyek delik yang didakwa sebagai pelaku perbuatan, yang apabila 
orang itu terbukti memenuhi semua unsur yang dimaksudkan dalam 
ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka ia 
dapat disebut sebagai pelaku dari perbuatan tersebut. 
Menimbang bahwa, terdakwa telah mengakui dan menyebutkan 
identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, 
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yakni bernama ATRA SAMAL S.Pdi, sehingga kata “barangsiapa” disini 
sudah jelas ditujukan kepada terdakwa tersebut. 
Ad. Unsur 2 
Menimbang bahwa, yang dikatak “membuat surat palsu” ialah 
membuat surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran. Disini surat 
itu semula tidak ada lalu dibuat menjadi ada, yang isinya bertentangan 
dengan kebenaran. Adapun yang dikatakan “memalsukan surat” ialah 
merubah dan atau mengganti sebagian dari isi surat yang sudah ada 
sehigga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran. 
Menimbang bahwa, berpedoman pada doktrin dan yurisprudensi 
tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang disebut surat palsu 
adalah surat yang sengaja dibuat oleh terdakwa yang isinya tidak sesuai 
dengan kebenaran dan atau yang tidak ditandatangani oleh orang yang 
seharusnya menandatangani surat tersebut. 
Menimbang, bahwa Professor Simons berpendapat bahwa 
perbuatan membuat surat palsu bukan hanya dapat dilakukan 
memngenai isi surat, melainkan juga mengenai tandatangan yang 
tertera dalam surat tersebut. (vide : LAMINTANG-SAMOSIR, Delik-delik 
Khusus, cetakan 1 Tahun 1991 hal. 12) 
Menurut Yurisprudensi HOGE RAAD, sepucuk surat dibuat secara 
palsu jika dapat menimbulkan kesan seolah-olah surat tersebut telah 
dibuat oleh orang yang tandatangannya tertera dalam surat itu (ibid 
halaman 16).  
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Menimbang bahwa, dalam persidagan telah terungkap fakta hukum 
bahwa terdakwa, yang melakukan pemalsuann tanda tangan dengan 
cara terdakwa menyuruh saksi Rijal Makmur untuk menulis nilai-nilai 
kedalam buku raport milik M.,Aksanal Umar Triyono dan menuliskan 
nama Adi Jaya S.Pd yang selanjutnya pada bagian tanda tangan yang 
seharusnya ditanda tangani oleh Adi Jaya S.Pd, terdakwa 
membubuhkan tanda tangan dengan meniru dan memalsukan tanda 
tangan milik Adi Jaya S.Pd. 
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 2 dari Pasal 263 ayat 
(1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 
Ad. Unsur 3 
Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum 
bahwa dengan ditanda tanganinya raport oleh terdakwa yang seolah-
olah tanda tangan itu adalah merupakan tanda tangan milik lelaki Adi 
Jaya S.Pd, sehingga menimbulkan hak yaitu saksi M.Aksanal Umar 
Triyono dapat mengikuti Ujian Nasional, seakan-akan saksi M. Aksanal 
Umar Triyono memang benar adalah siswa SMP Negeri 2 Wotu sejak 
kelas satu. 
Menimbang, bahwa terdakwa membubuhkan tanda tangan diatas 
nama Adi Jaya S.Pd agar saksi M.Aksaal Umar Triyono dapat 
mempergunakan raport tersebut dan mengikuti Ujian Nasionl, dan pada 
akhirnya ternyata saksi M. Aksanal Umar Triyono dapat mengikuti Ujian 
Nasional di SMP Negeri 2 Wotu. 
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Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 3 dari pasal 263 ayat 
(1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 
Ad. Unsur 4 
Menimbang, bahwa unsur “dapat menimbulkan suatu kerugian” 
tidak berarti harus ada kerugian secara nyata. Adanya peluang akan 
timbul kerugian dikemudian hari dapat dikategorikan dalam unsur “dapat 
menimbulkan suatu kerugian”.  
Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menandatangani 
raport atas nama M. Aksanal Umar Triyono diatas nama Adi Jaya S.Pd 
tanpa sepengetahuan dan seizin Adi Jaya S.Pd sehingga Adi Jaya S.Pd 
merasa dirugikan, dan nama baiknya tercoreng.  
Menimbang, bahwa selain kerugian yang diderita oleh Adi Jaya 
S.Pd tersebut, terhadap saksi M.Aksanal Umar Triyono juga bisa 
menderita kerugian dikemudian hari jika suatu saat kelulusan saksi 
tersebut dipermasalahkan, sebab raport yang digunakan tersebut bukan 
ditandatangani oleh orang yang berhak. 
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 4 dari pasal 263 ayat 
(1) KUHP telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut diatas, semua unsur dari pasal 263 ayat (1) KUHP telah 
terpenuhi, dan dari jalannya sidang tidak ada fakta untuk 
mempertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar yang 
mengecualikan terdakwa dari pemidanaan, tedakwa adalah sebagai 
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orang yang dapat mmpertanggungjawabkan perbuatannya maka harus 
dinyatakan bersalah dalam hal tersebut dan harus dipidana. 
Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai 
berikut : 
a. Hal-hal yang memberatkan : 
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan lelaki Adi Jaya 
S.Pd 
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan tugas 
pokoknya sebagai seorang guru yang seharusnya menjadi 
contoh dan tauladan bagi murid-muridnya.  
b. Hal-hal yang meringankan : 
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya 
- Bahwa terdakwa sebenarnya hanya membantu saksi 
M.Aksanal Umar Triyono agar dapat mengikuti Ujian 
Nasional 
- Bahwa terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan 
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya 
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut 
Umum mengenai surat-surat yang telah disita dan dijadikan barang bukti 
berupa : 
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- 1 (satu) buah buku raport yang berwarna biru dengan nomor 
raport No. D.d00867532009 yang dikeluarkan di SMP Negeri 2 
Wotu atas nama M. Aksanal Umar Triyono; 
- 1 (satu) buah buku raport yang berwarna biru dengan nomor 
raport No. D.d00163962009 yang dikeluarkan di SMP Nusantara 
atas nama M.Aksanal Umar Triyono; 
- 1 (satu) buah buku raport yang berwarna kuning biru tua yang 
dikeluarkan di Madrasah Tsanawiyah Darul Istiqamah Maros atas 
nama M.Aksanal Umar Triyono; 
Dikembalikan kepada saksi M. Aksanal Umar Triyono 
- 1 (satu) rangkap foto copy pengiriman data nilai sekolah peserta 
ujian Nasional dari SMP Negeri 2 Wotu. 
Supaya dilampirkan dalam berkas perkara 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah 
maka harus dibebani membayar biaya perkara. 
2. Analisis Penulis 
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang 
didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di 
dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang 
telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. 
Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus 
dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan 
pidana terhadap terdakwa. 
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Dalam menjatuhkan hukuman pidana, hakim harus berdasarkan 
pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim 
memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-
benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur 
dalam Pasal 183 KUHAP. 
Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu 
dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, 
disyaratkan bahwa tindak pidana  yang dilakukannya itu memenuhi 
unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari 
sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, 
seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan 
perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau 
peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. 
Dalam putusan no. 119/Pid.B/2012/PN.Malili, proses pengambilan 
keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah 
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh 
penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah, dimana 
dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan 
saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang diajukan. Lalu 
kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, 
dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul 
dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan 
atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat 
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melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. 
Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang 
sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. 
Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan 
pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan 
pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya 
dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat hal-hal 
yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang telah memalsukan 
surat sehingga lelaki Adi Jaya S.Pd merasa telah dirugikan. Adapun hal-
hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum 
sebelumnya, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan 
terakhir terdakwa adalah seorang guru yang seharusnya menjadi 
pengajar yang baik untuk anak didiknya. Walaupun niat dari 
memalsukan surat tesebut adalah untuk menolong salah seorang dari 
anak didiknya untuk bisa mengikuti Ujian Nasional, namun tetap saja 
dimata Hukum perbuatannya tersebut tetap melanggar ketentuan hukum 
yang berlaku. Hal ini juga bisa dijadikan sebagai pembelajaran bukan 
hanya untuk terdakwa tetapi juga untuk semua guru agar tidak senaknya 
menyalahgunakan kewenangannya. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka penulis dapat 
menyimpulkan bahwa : 
1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat 
pada perkara Nomor 119/Pid.b/2012/PN.Malili, yang dilakukan 
berdasarkan fakta-fakta hukum, baik keterangan saksi-saksi, barang 
bukti, dan keterangan terdakwa yang kemudian dituangkan dalam 
surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sangat tepat. Yaitu 
menjerat terdakwa dengan Pasal 263 (1) KUHPidana. Sebab semua 
unsur yang ada dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sudah terpenuhi dan 
saling mencocoki. 
2. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan No. 
119/Pid.B/2012/PN/Malili menurut penulis sudah sesuai dengan 
aturan hukum yang berlaku. Karena berdasarkan dua alat bukti yang 
sah, yang dalam kasus yang diteliti penulis ini, alat bukti yang 
digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa 
beserta alat bukti pemalsuan. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta 
di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat 
dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa 
pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat 
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yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam 
melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk 
mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya 
alasan penghapusan pidana. 
B. Saran 
1. Dari kesimpulan di atas terkait dengan penegak hukumnya yakni 
Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum yang telah menjalankan 
tugasnya sebagaimana mestinya, maka penulis hanya ingin 
mengingatkan kembali agar kedepannya tetap menjalankan tugasnya 
dengan baik. Jaksa Penuntut Umum yang teliti dan cermat dalam 
menyusun surat dakwaan serta Hakim yang menjatuhkan hukuman 
pidana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan juga fakta-fakta 
yang timbul pada saat persidangan baik itu secara subjektif maupun 
objektif sehingga menciptakan keadilan didalam masyarakat. 
2. Kepada para guru agar tidak seenaknya menyalahgunakan 
wewenangnya. Peristiwa ini sebagai suatu pelajaran bagi para guru 
agar tidak keliru dalam menjalankan tugasnya. Walaupun niat dari 
seorang guru untuk membantu anak didiknya namun harus tetap 
sesuai dengan aturan yang berlaku. Peristiwa ini bukan hanya jadi 
pelajaran untuk guru tetapi juga untuk anak didik dan orangtua agar 
tidak selalu menggampangakan segala sesuatu dan menganggap 
enteng tindakan yang jelas-jelas melanggar aturan dan merugikan 
orang lain. 
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